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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah bahwa setiap Organisasi
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah memuat antara
lain tentang kedudukan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah,
program/kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara
untuk mencapai tujuan itu.

Rencana Strategis merupakan analisis dan pengambilan keputusan
strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan
dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis
organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan
yang ada atau mungkin terjadi. Analisis terhadap lingkungan organisasi
baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting
dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness),
peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats). Analisis terhadap
unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi
perwujudan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh
pemerintah daerah yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: (1).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi-misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; (2). Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu
S5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi-misi, dan program Kepala
Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan
RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3). Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.
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Fung31 Renstra (Rencana Strategis) : a) memudahkan melakukan
kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan
datang, b) dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, c) dapat
dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan
hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas, d) menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan
pihak lain, e) mempemudah pencapain target, strategis dan penggunaan
sumber daya.

Proses Penyusunan Renstra, Tahapan Penyusunan Renstra sebagai
berikut:

a. persiapan penyusunan Renstra;

b. penyusunan rancangan Renstra;

c. penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
d. penetapan Renstra.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Strategis harus ada kesinambungan dengan Visi dan Misi Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih. Merupakan satu bagian yang utuh dari
manajemen kerja pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan.
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Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis Provinsi

Penyusunan RPJMD (Teknokratik)
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Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat penting dan terkait dengan
dokumen perencanaan lainnya, sehingga sinkronisasi dan konsistensi
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah penting untuk selalu
diperhatikan, hal ini juga sejalan dengan kedudukan dan fungsi Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun
waktu lima tahun. Selain itu, Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi
acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat
Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam
menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, terdapat
amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 151 Ayat
1 bahwa menjelaskan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
rencana strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Perencanaan Pembangunan pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan
ketentuan umum mengenai “Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun”.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan
fungsinya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Kewajiban ini selain sebagai
bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-
undangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan
Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (Lima) tahun
mendatang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun dokumen Rencana Strategis
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai upaya perencanaan
strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatrera
Selatan Tahun 2025-2029 secara khusus terkait dengan pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan dan tugas fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan
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Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 6987);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);

j- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

l.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor .... Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016 Nomor 14);

u. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2016 Nomor 68).
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1.3 Maksud dan Tujuan
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Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk
memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkesinambungan
dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera
Selatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
sebagai berikut :

a. Menetapkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera dalam upaya meningkatkan kualitas dan
menentukan prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah
ditetapkan dapat tercapai.

c. Sebagai sarana pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan
baik secara internal maupun eksternal.

d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum
penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan
struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah,
kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran
layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan
isu strategis

BABIII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan renstra perangkat daerah dalam mencapai tujuan
dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2059
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BAB IV

BAB V

‘A

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian
sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu
indikatif, wuraian subkegiatan dalam rangka mendukung
program prioritas pembangunan daerah, Indikator Kinerja
Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kinci (IKK)

PENUTUP

\‘0 00"

\2A

V' N

4

%



;;0 ,0‘{ X 4 \’ ’, o )7" 0;‘

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah dengan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya,
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
1. Subbidang Anggaran [;
2. Subbidang Anggaran II; dan
3. Subbidang Anggaran III.
d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi:
1. Subbidang Perbendaharaan I;
2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
3. Subbidang Perbendaharaan III.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
a. Subbidang Akuntansi I;
b. Subbidang Akuntansi II; dan
c. Subbidang Akuntansi III.
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f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
1. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan
mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

I. Kepala Badan

a. Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang
Milik Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Pelaksanaan Anggaran SKPKD;

3. Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

Pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;

Pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPKD;

Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;

Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPKD;

© ® N o

Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan
dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

10. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
SKPKD;

11. Penggunaan barang milik daerah SKPKD;

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah SKPKD;

13. Penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester
dan tahunan;

14. Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan
dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur
melalui pengelola;

15. Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi SKPKD;

16. Pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
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17. Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan
untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada
Gubernur melalui pengelola;

18. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan
(LBPT) SKPKD; dan

19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

2. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Angggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP);

3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

4. Pelaksanaan fungsi BUD;

Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai fungsi:
1. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
2. Pengendalian pelaksanaan APBD;

3. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh Bank yang telah ditunjuk;

5. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

Penyimpanan uang daerah;
Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

© N o

Pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelolaan keuangan
daerah;

10. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;

11. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;

12. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

13. Pelaksanaan  pemungutan/pemotongan dan  penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga;

14. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
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18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

Pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan dan aset
daerah;

Penyusunan laporan keungan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan
aset daerah;

Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kabupaten/kota;

Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan
kabupaten/kota;
Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;

Pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);

Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;

Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik
Daerah mempunyai fungsi:

1.

7.

Penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang
milik daerah;

Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan barang milik
daerah;

Penelitian dan persetujuan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

Pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui
Gubernur;

Pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang
milik daerah;

Pemberian bantuan kepada pengelola dan mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan,

menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan
kantor dan pengelolaan keuangan.
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. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris
mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA);

b. Pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran;

d. Pelaksanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM);

e. Penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;

f. Pelaksanaan administrasi utang dan piutang yang menjadi
tanggung jawab SKPKD;

g. Pelaksanaan monitoring anggaran SKPKD;
h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
i. Pengelolaan barang milik daerah;

j. Penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

k. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
pada SKPKD;

l. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
pada SKPKD;

m. Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD;

n. Penyiapan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
kepada Gubernur melalui pengelola;

o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik daerah SKPKD;

p. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)
SKPKD;

q. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
r. Pengelolaan urusan rumah tangga;

s. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
pelaporan;

t. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
u. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

v. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
dan

w. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.
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1. Subbagian Perencanaan dan Data Informasi, mempunyai
tugas:

a. Menyusun RKA/RKAP;
b. Menyusun DPA/DPPA;

o

Menyiapkan laporan kinerja;

o

Menyusun kebutuhan anggaran kas;

e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja
dan rencana strategis, serta rencana kerja tahunan;

f. Mengkoordinir penyusunan program;

g. Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi implementasi
pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dan
aplikasi lainnya;

h. Menyusun dan menyiapkan data dan informasi aplikasi
pengelolaan keuangan dan aset;

i. Menyusun dan menyiapkan jaringan aplikasi; dan
j- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

a. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang
disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

b. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang
Persediaan (GUP)/Tambah Uang Persediaan (TUP)/ Langsung
(LS), LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;

c. Melakukan verifikasi SPP;

d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

e. Melakukan verifikasi harian penerimaan;

f. Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan;
g. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah;

h. Menyusun Laporan Keuangan; dan

—

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat menyurat,
penggandaan naskah dan kearsipan.

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

d. Mempersiapkan perencanaan dan pembinaan kepegawaian;
e. Mengelola administrasi kepegawaian;

f. Mengelola urusan rumah tangga;
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g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
h. Mengelola kearsipan dan perpustakaan;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;

j- Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan
dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan
penghapusan aset serta menyusun laporan
pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

k. Menyiapkan administrasi permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

1. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang;

m. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang
inventaris;

n. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah;

o. Menyiapkan wusulan pemindahtanganan barang inventaris
kepada Gubernur melalui Pengelola; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
III. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan
bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk
teknis penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP,
penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD,
mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan
SPD dan anggaran kas, serta menyiapkan bahan koordinasi,
pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan
penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah, mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA
dan PPAS serta KUPA dan PPASP;

b. Pengkoordinasian Penyusunan RKA/DPA SKPD serta RKAP/DPPA
SKPD;

c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD;

d. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penyusunan anggaran
SKPD;

pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;

f. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan,;
h. penyediaan anggaran kas;

[y
.

pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

—.
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1. Subbidang Anggaran I, mempunyai tugas :
Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan
PPASP;

c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran
pendapatan dan pembiayaan daerah;

d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan
pembiayaan daerah;

e. Menyusun anggaran belanja daerah;

f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran
belanja daerah;

g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;

h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD
dan PPKD;

j- Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan
penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

1. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD;

m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan
DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;

n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD
dan PPKD;

o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan
daerah dan pendapatan PPKD;

Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;

q- Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;

r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas
usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;

s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota;
dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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2. Subbidang Anggaran II, mempunyai tugas:
Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan
PPASP;

c. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran
pendapatan dan pembiayaan daerah;

d. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan
pembiayaan daerah;

e. Menyusun anggaran belanja daerah;

f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran
belanja daerah;

g. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;

h. Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

i. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD
dan PPKD;

j- Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan
penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

k. Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

1. Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD;

m. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan
DPA/DPPA OPD, BLUD dan PPKD;

n. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD
dan PPKD;

o. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan
daerah dan pendapatan PPKD;

Membina SKPD dibawah koordinasi asisten;

q- Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;

r. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas
usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;

s. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota;
dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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3. Subbidang Anggaran III, mempunyai tugas :

X 4

Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

Menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan
PPASP;

Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran
pendapatan dan pembiayaan daerah;

Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan
pembiayaan daerah;

Menyusun anggaran belanja daerah;

Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran
belanja daerah;

Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;

Melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD
dan PPKD;

Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan
penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD;

Melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD;

. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan

DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;

Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD
dan PPKD;

Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan
daerah dan pendapatan PPKD;

Membina SKPD di bawah koordinasi asisten;

Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak dan Retribusi kabupaten/kota;

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas
usulan DAK pada daerah kabupaten/kota;

Membantu tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dalam hal pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota;
dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas dan fungsi
menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan
pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan
daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi:

Pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
Pengkoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
c. Pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;

d. Pengkoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana
transfer lainnya;

e. Pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka
rekening kas umum daerah;

f. Pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian
lembar SP2D;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan
dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian
penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta
penerbitan SKPP;

h. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK);

i. Pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang
timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan
dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

j- Pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran
kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi
terkait;

k. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas
serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD
restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan

m. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. Subbidang Perbendaharaan I, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan pengelolaan kas daerah;

b. Melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
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Mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
Mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;

Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan
uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai
dengan rekening kas umum daerah;

Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian
penerimaan dan pengeluaran daerah;

Melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi
pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;

Melaksanakan  penyusunan laporan  penerimaan dan
pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan
instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;

Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang
daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan
daerah;

Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;

Melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang
daerah;

Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara
periodik;
Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah

dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;

Melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/
pengembalian kelebihan penerimaan;

Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D;

Melaksanakan  penerbitan SPD  restitusi/pengembalian
kelebihan penerimaan;

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait
pendapatan daerah;

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

Menyimpan uang daerah;

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan
atas nama pemerintah daerah;

Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;
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w. Melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan
fungsi bidang atau SKPD lain; dan

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Subbidang Perbendaharaan II, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah
(perbendaharaan)

b. Mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan
daerah (perbendaharaan);

c. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD,
pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen
SPM;

d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar
SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;

e. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan
pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji
dan non gaji;

f. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan
pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PPK) dan rekonsiliasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi
terkait dalam rangka pengendalian kas;

g. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D;

h. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta
melaksanakan proses penerbitan SKPP;

i. Melakukan pembinaan terhadap OPD dalam hal melaksanakan
perbendaharaan;

j- Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;

k. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban
(SPJ);

1. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah
dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

m. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait
belanja daerah;

n. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Subbidang Perbendaharaan III, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan pembinaaan teknis pengelolaan kas daerah;

b. Melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah;
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c. Melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan

daerah;

d. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD,
pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen
SPM;

e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar
SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;

f. Meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan
pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji
dan non gaji;

g. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan
pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi
terkait dalam rangka pengendalian kas;

h. Melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realiasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D;

i. Meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta
melaksanakan proses penerbitan SKPP;

j- Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan
perbendaharaan;

k. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;

l. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban
(SPJ);

m. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah
dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;

n. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait
belanja daerah;

o. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas
menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan
akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi
realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta
pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan
Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

Pengkoordinasian akuntansi penerimaan daerah;
b. Pengkoordinasian akuntansi pengeluaran daerah;

c. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah provinsi;

d. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD
dan PPKD;

e. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta
pembiayaan;

f. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

g. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional
penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah;

h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah;

i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi
pemerintah daerah;

j- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. Subbidang Akuntansi I, mempunyai tugas:
Melaksanakan pengolahan penerimaan daerah;

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
penerimaan daerah;

c. Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data
transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

d. Melakukan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan yang
dilakukan SKPD;

e. Melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang
dilakukan oleh SKPD;

f. Menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik
(bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);

g. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan
realisasi penerimaan (bukti memorial);

h. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi
penerimaan;

i. Menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah
dinas yang terkait dengan akuntansi penerimaan;

j- Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Wilayah [;
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Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah
kabupaten/kota Wilayah I; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Akuntansi II, mempunyai tugas:

P.

Melaksanakan pengolahan pengeluaran daerah;

Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengeluaran daerah;

Melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data
transaksi pengeluaran;

Melakukan pencatatan, penyesuaian dan penggolongan atas
transaksi pengeluaran;

Menyusun laporan realisasi pengeluaran APBD periodik
(bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);

Melakukan posting atas pengeluaran;

Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan
SKPD terkait;

Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan
laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD secara
periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan);

Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD;

Melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

Melakukan verifikasi dan koreksi terhadap kesalahan realisasi
pengeluaran (bukti memorial);

Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi
pengeluaran;

. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah

dinas yang terkait dengan akuntansi pengeluaran;

Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Wilayah II;

Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah
kabupaten/kota Wilayah II; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbidang Akuntansi III, mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
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b. Menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. Menyusun konsolidasi laporan realiasi APBD triwulan,
semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

e. Menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

f. Menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan
saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan
ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan;

g. Menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;

h. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban
eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

j- Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD;

k. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan
laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai sistem akuntansi
pemerintah daerah;

l. Menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah
dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

m. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Wilayah III;

n. Membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah
kabupaten/kota Wilayah III; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan
perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan barang milik daerah;
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Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di perencanaan
dan pengawasan barang milik daerah;

Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan
barang milik daerah;

Penyusunan dan melaksanakan kegiatan pemindah tanganan
barang milik daerah;

Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penghapusan
dan pemusnahan barang milik daerah;

Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penatausahaan
barang milik daerah;

Penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penggunaan
barang milik daerah;

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah;
dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

. Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik

Daerah, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang
perencanan dan pengawasan barang milik daerah;

b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dan  perencanaan kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah;

c. Menyiapkan rencana kegiatan pengawasan barang milik
daerah;

d. Menyiapkan bahan kegiatan penertiban dan pengendalian
barang milik daerah;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi,
pengawasan, pemantauan dan investigasi terhadap pengelolaan
barang SKPD;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pengawas
internal untuk melakukan audit atas pengelolaan barang milik
daerah SKPD;

g. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi
perencanaan dan pengawasan barang milik daerah; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah,

mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pemanfaatan barang milik daerah;
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b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang
milik daerah;

c. Menyiapkan bahan dan merencanakan penetapan pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah;

d. Merencanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang
milik daerah;

e. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

f. Membuat laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah;

g. Melakukan penilaian barang milik daerah; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

3. Seksi Penatausahaan Barang Milik Daerah, mempunyai
tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
penatausahaan barang milik daerah;

b. Menyiapkan bahan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah
pada SKPD;

c. Menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang
milik daerah;

d. Menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik
Daerah setiap tahun;

e. Menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan
hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester;

f. Menyiapkan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka
penyusunan neraca daerah;

g. Menyiapkan bahan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan
barang milik daerah melalui aplikasi;

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi invenstarisasi dan
sensus barang pada SKPD;

i. Menyiapkan bahan penetapan status rumah dinas daerah;

j- Merencanakan kegiatan pelaksanaan penghapusan barang
milik daerah;

k. Melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi
penatausahaan barang milik daerah; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.
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Tata laksana merupakan salah satu hal penting dalam peningkatan
kapasitas suatu organisasi. Tata laksana meliputi tata kerja, sistem dan
prosedur kerja, serta standarisasi sarana dan prasarana kerja. Tata kerja
merupakan tata cara melaksanakan suatu tugas pekerjaan agar efisien
dan efektif. Sedangkan sistem dan prosedur kerja merupakan rincian
tahapan-tahapan dari tata kerja yang terangkai dalam suatu sistem.

Sistem dan prosedur kerja lingkup Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini sudah tersusun
dan terformalkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada
tata kerja sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala
Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang)
dan setiap pemangku jabatan fungsional tertentu dan umum serta
unit kerja (eselon II sampai eselon IV), wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan maupun antar unit kerja komponen serta antar instansi di
luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

b. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

c. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang) dalam lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

d. Setiap pimpinan unit kerja (Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Sub Bidang) wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja (Kepala Badan,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang) dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-
masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

f. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja (Kepala
Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang)
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
wajib mengadakan rapat berkala.
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Dalam rangka tertib administrasi kedinasan, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Tata
Naskah Dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah sehingga segala hal yang terkait dengan administrasi surat
menyurat dapat berjalan efektif.

Sarana dan prasarana kerja yang saat ini digunakan di Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah
memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja yang memadai,
sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan optimalisasi kinerja dan
peningkatan produktivitas kerja pegawai.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai
berikut :
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Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan
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b. Sumber Daya Perangkat Daerah
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1. Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 137
orang yang terdiri dari 85 Orang PNS dan 52 Orang P3K dengan
rincian sebagai berikut :

a) Pegawai PNS

1) Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.2
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan jenis kelamin berjumlah 85 Orang dengan
rincian pegawai laki-laki sebanyak 42 orang dan pegawai
perempuan sebanyak 43 orang.

2) Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Gambar 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Golongan dengan rincian Golongan II sebanyak
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2 orang, Golongan III sebanyak 60 Orang dan Golongan IV
sebanyak 23 orang.

3) Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.4
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan  Tingkat  Pendidikan dengan  rincian
SLTA/Sederajat tidak ada, Sarjana Muda/Sederajat
sebanyak 6 Orang, Sarjana S1 sebanyak 42 Orang, dan
Pasca Sarjana sebanyak 37 Orang.

4) Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

Gambar 2.5
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Jabatan Struktural dengan rincian Esselon Il.a
sebanyak 1 Orang, Esselon Ill.a sebanyak 5 Orang, Esselon
III.b tidak ada, Esselon IV.a sebanyak 15 Orang dan Non
Esselon sebanyak 64 Orang.
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5) Komposisi PNS yang akan Pensiun (Tahun 2025-2029)

Gambar 2.6
Komposisi PNS yang akan Pensiun
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 10 Orang
dengan rincian Tahun 2025 sebanyak 2 orang, Tahun 2026
sebanyak 4 orang, Tahun 2027 sebanyak 1 Orang, Tahun
2028 tidak ada, dan Tahun 2029 sebanyak 3 Orang.

6) Pegawai PNS yang telah Mengikuti Diklat Perjenjangan
sampai dengan Tahun 2025

Tabel 2.1
Pegawai yang telah Mengikuti Diklat Perjenjangan
sampai dengan Tahun 2025

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

1. | SPAMEN / DIKLATPIM TK. II -

2. | SPAMA / DIKLATPIM TK. III 1
3. | ADUM / DIKLATPIM TK. IV 8
Jumlah 9

Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025
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b) Pegawai P3K

1) Komposisi P3K Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.7
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Jenis Kelamin
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan jenis kelamin berjumlah 52 Orang dengan rincian
pegawai perempuan sebanyak 25 orang dan pegawai laki-laki
sebanyak 27 orang.

2) Komposisi P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.8
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

40
35
30
25
20
15
10

5

0

Tingkat Pendidikan

SD SLTA/Sederajat Sarjana Sarjana S1
Muda/Sederajat
| = Series1 2 4 8 38

Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SD sebanyak
2 Orang, SLTA/Sederajat sebanyak 4 Orang, Sarjana
Muda/Sederajat sebanyak 8 Orang, Sarjana S1 sebanyak
38 Orang.
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3) Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan

Gambar 2.9
Gambar Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Jabatan dengan rincian Jabatan Pengelola Umum
sebanyal 2 Orang, Jabatan Pengadministrasi
Perkantoran sebanyak 4 Orang, Jabatan Pengelola Layanan

Nasional

Operasional sebanyak sebanyak 8 Orang dan Jabatan Penata
Layanan Operasional sebanyak 38 orang.

c) Jabatan PNS dan P3K

Kebutuhan Jabatan pegawai PNS dan P3K baru dengan pemangku
jabatan sebanyak 84 Orang, adapun jabatan yang masih tersedia
sebanya 119 orang, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tabel Jumlah Pemangku Jabatan

JUMLAH Kelebihan/
NO NAMA JABATAN PO | g | D
JABATAN + -
1 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1 - - Sangat Baik
2 JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda 0 - 1 Sangat Baik
3 JF Pranata Komputer Ahli Muda 0 - 1 Sangat Baik
4 JF Perencana Ahli Madya 0 - 1 Sangat Baik
5 JF Perencana Ahli Muda 0 - 1 Sangat Baik
6 JF Arsiparis Ahli Muda 0 - 1 Sangat Baik
7 Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 1 - - Sangat Baik
8 Kepala Subbagian Perencanaan dan Data Informasi 1 - - Sangat Baik
9 Pengelola Anggaran 0 - 3 Sangat Baik
10 Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 - 2 Sangat Baik
11 Analis Data dan Informasi 1 - 2 Sangat Baik
12 JF Perencana Ahli Pertama 0 - 2 Sangat Baik
13 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 1 - - Sangat Baik
14 Bendahara 2 - 1 Sangat Baik
15 Pengelola Laporan Data Penerimaan 1 - 0 Sangat Baik
16 Verifikator Keuangan 3 - 0 Sangat Baik
17 Penyusun Laporan Keuangan 1 - 4 Sangat Baik
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18 Pengelola Keuangan 1 - 3 Sangat Baik
19 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1 - - Sangat Baik
20 Analis Pengembangan SDM Aparatur 3 - 2 Sangat Baik
21 Pengelola Kepegawaian 0 - 3 Sangat Baik
22 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris 1 - 4 Sangat Baik
23 Pengelola Tata Naskah 0 - 2 Sangat Baik
24 Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor 0 - 2 Sangat Baik
25 Pengadministrasi Umum 0 - 1 Sangat Baik
26 JF Arsiparis Ahli Pertama 0 - 2 Sangat Baik
27 JF Arsiparis Penyelia 0 - 2 Sangat Baik
28 JF Arsiparis Mahir 0 - 2 Sangat Baik
29 JF Arsiparis Terampil 0 - 2 Sangat Baik
30 Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 1 - - Sangat Baik
31 Kepala Subbidang Anggaran I 1 - - Sangat Baik
32 Pemeriksa Anggaran 1 - 3 Sangat Baik
33 Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 2 - - Sangat Baik
34 Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 0 - 2 Sangat Baik
35 Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran 1 - 0 Sangat Baik
36 Kepala Subbidang Anggaran II 1 - - Sangat Baik
37 Pemeriksa Anggaran 2 - 2 Sangat Baik
38 Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 2 - 0 Sangat Baik
39 Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 1 - 1 Sangat Baik
40 Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran 0 - 2 Sangat Baik
43 Kepala Subbidang Anggaran III 1 - - Sangat Baik
44 Pemeriksa Anggaran 1 - 3 Sangat Baik
45 Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 2 - - Sangat Baik
46 Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 1 - 1 Sangat Baik
47 Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran 1 - 1 Sangat Baik
48 Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah 1 - - Sangat Baik
49 Kepala Subbidang Perbendaharaan I 1 - - Sangat Baik
50 Pengelola Data Keuangan Daerah 0 - 3 Sangat Baik
51 Pengelola Data Transaksi 0 - 2 Sangat Baik
52 Pengelola Database Surat Perintah Membayar 0 - 1 Sangat Baik
53 Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 0 - 2 Sangat Baik
54 Penata Keuangan 3 - 3 Sangat Baik
55 Pengadministrasi Umum 0 - 1 Sangat Baik
56 Kepala Subbidang Perbendaharaan II 1 - - Sangat Baik
57 Pengelola Data Keuangan Daerah 0 - 1 Sangat Baik
58 Pengelola Data Transaksi 0 - 2 Sangat Baik
59 Pengelola Database Surat Perintah Membayar 0 - 1 Sangat Baik
60 Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 0 - 2 Sangat Baik
61 Penata Keuangan 2 - 3 Sangat Baik
62 Kepala Subbidang Perbendaharaan III 1 - - Sangat Baik
63 Pengelola Data Keuangan Daerah 1 - - Sangat Baik
64 Pengelola Data Transaksi 1 - 1 Sangat Baik
65 Pengelola Database Surat Perintah Membayar 1 - 0 Sangat Baik
66 Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 0 - 2 Sangat Baik
67 Penata Keuangan 2 - 2 Sangat Baik
68 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 - - Sangat Baik
69 Kepala Subbidang Akuntansi I 1 - - Sangat Baik
70 Pengelola Pendapatan 0 - 2 Sangat Baik
71 Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah 0 - 2 Sangat Baik
72 Analis Pendapatan Daerah 4 - 2 Sangat Baik
73 Kepala Subbidang Akuntansi II 1 - - Sangat Baik
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74 Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 0 - 2 Sangat Baik
75 Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan 3 - 3 Sangat Baik
76 Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan 1 - 1 Sangat Baik
7 Kepala Subbidang Akuntansi III 1 - - Sangat Baik
78 Pengolah Data Laporan Keuangan 2 - 1 Sangat Baik
79 Penata Laporan Keuangan 3 - 3 Sangat Baik
80 Pengadministrasi Umum 0 - 1 Sangat Baik
81 Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 - - Sangat Baik
82 Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik 1 ) B Sangat Baik
Daerah
83 Penyusun Rencana Pengawasan 1 - 3 Sangat Baik
84 Pengelola Bahan Perencanaan 2 - 0 Sangat Baik
85 Analis Barang Milik Negara 2 - 2 Sangat Baik
86 Kepala Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1 - - Sangat Baik
87 Analis Barang Milik Negara 3 - 4 Sangat Baik
88 Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1 - 2 Sangat Baik
89 Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 - - Sangat Baik
90 Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang - 5 Sangat Baik
91 Pengelola Barang Milik Negara 2 - 1 Sangat Baik
Jumlah 84 o 119

2. Aset yang Dikelola

Kondisi Sarana dan Prasarana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3

dibawah ini:

X 4
T 2N 4

Tabel 2.3

Aset yang dikelola BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Per Bulan Mei 2025

Kondisi
Baik .
Baik Berat

Tanah v

2 | Gedung dan 6 v
Bangunan

3 | Kendaraan roda 4 27 v
Kendaraan roda 2 19 v

5 | Personal 162 v
Komputer

6 | Laptop 60 v

7 | Notebook 15 v

8 | Air Conditioning 58 v

9 | Printer 162 4

10 | Scanner 27 v

11 | Server 11 v

12 | Router 46 v

13 | Peralatan jaringan 2 v
lain
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14 | Wireless - -
15 | Meja 121 v
16 | Kursi 316 v
17 | Lemari 26 v
18 | Rak 6 v

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional
meliputi kendaraan dinas yang terdiri dari yakni 19 (sembilan belas) unit
Kendaraan roda 2, 27 (dua puluh tujuh) unit Kendaraan roda 4. Kebutuhan
ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang
mushola, ruang tunggu, ruang laktasi, toilet. Namun, kedepan BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan akan membangun gedung baru yang representative
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Selain itu juga
senantiasa berupaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM.

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang
dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau
perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah
mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet,
pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia
dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah
pegawai mendekati 1 : 1. Namun apabila dilihat secara kualitatif masih perlu
upgrading. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan
inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

3. Sistem Pendukung Kerja

a) Aplikasi PPID

— o
@LJBPKAD Home Proflv Pebat Beita JOM PPD Infomasv  Kontak

Sesuai dengan amanat Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008

\ 4 tentang Keterbukaan Informasi
BPKAD 01 Publik (KIP) mengamanatkan,

f/° BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
PROV SUMSEL selaku Badan Publik Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk
menyediakan Informasi Publik yang
berada dibawah kewenangannya
kepada masyarakat dengan cepat,
aktual, tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana.
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b) Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan (SIAP SUMSEL)

Sistem Informasi Aset Provinsi
Sumatera Selatan

Aplikasi ini digunakan untuk
inventarisasi barang dengan output
yang dihasilkan adalah Laporan
Kerja Inventarisasi (LKI) dan

Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

oy

[ 1]
7
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c) SIPD RI

Selamat Datang di,

SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia

an daerah, dan
ntuk dimanfaatkan

Aplikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD
mendukung berbagai proses, termasuk perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, yang dilakukan secara lebih sistematis
dan terintegrasi. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pengelolaan aset
daerah dengan memastikan bahwa pencatatan, pemantauan, dan evaluasi aset
dilakukan dengan lebih akurat.

d) E-BMD

Aplikasi ini digunakan untuk
menyusun Laporan Keuangan
Barang Milik Daerah Aset Tetap,
Aset Lainnya, Persediaan dan

Properti Investasi.
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e) Srikandi

Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi

Kearsipan Dinamis Terintegrasi

bertujuan mengintegrasikan sistem oy, ,_“.a >
kearsipan dinamis antar Instansi o oswaan
Pusat dan Pemerintah  Daerah b
sehingga tercipta tata kelola arsip —
yang lebih efisien, transparan, aman,

SRIKANDI
dan akuntabel. ——— B

f) E-Sumsel

¢ C % esumselsumseloron goideginaspx a«Q% 0O 4§
38 [ LAANANWESTE [ FROECT % - 4+ Reset D Algockmarks

= PEMERINTAH PROVINSI

e SUMATERA SELATAN

Aplikasi E-Sumsel
digunakan sebagai
aplikasi untuk Perjalanan
Dinas dan Absensi

Pegawai

H. HERMAN DERU H. CIK UJANG + YOSSI HERVANDI, SE., M.SI.

IR, WARRRENE KEPALA BPKAD PROV.SUMSEL
SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN

Aplikasi ini digunakan untuk mengelola pengaduan dari masyarakat secara

sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.
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h) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) BKSDN KEMENDAGRI

IPKD BSKDN KEMENDAGRI

Sisteen Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Dasrah Komentarian
Dalam Nogr Repubik

’ INDONESIA

Terdapat 6 (enam) aspek pengukuran dalam aplikasi IPKD Kemendagri.
Pertama, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Kedua,
pengukuran alokasi belanja APBD. Ketiga, transparansi pengelolaan
keuangan daerah. Keempat, pengukuran kualitas penyerapan anggaran
daerah. Kelima pengukuran kondisi keuangan daerah. Keenam, Opini BPK

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

i) Aplikasi Surat Online Perkantoran

Aplikasi ini digunakan untuk
mencatat surat masuk dan surat
keluar intern BPKAD Provinsi

Sumatera Selatan.

j) Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Tertintegrasi
(SI-MERI)

(SI-MERI) mengintegrasikan berbagai
informasi terkait risiko yang ada di
seluruh wunit organisasi di Provinsi
Sumatera Selatan, mulai dari tingkat
unit kerja hingga tingkat Provinsi
Sumatera Selatan, sehingga

memungkinkan pemantauan risiko

secara menyeluruh dan terpadu.
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c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera  Selatan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan. Fungsi pengelolaan keuangan dan aset ditunjukkan melalui
penyediaan dokumen penganggaran sampai ke dokumen pelaporan keuangan
yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen
tersebut antara lain Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan, Peraturan Gubernur Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD
Perubahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited, Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-
PPAS Perubahan), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Biaya Umum, Standar
Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, SK Evaluasi terhadap Rancangan APBD Induk, APBD Perubahan dan
APBD Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mengamatkan
beberapa ketugasan baru seperti struktur penganggaran pada BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan yang mengikuti dinamika perubahan peraturan
perundangan, yaitu belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga yang semula dianggarkan dalam DPA-SKPD pada SKPKD
berpindah menjadi subkegiatan pada DPA SKPD; pembiayaan yang semula
masuk dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi DPA SKPD.
Selain itu, dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran
sebagai berikut : Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang semula diampuh oleh Bappeda Provinsi
Sumatera Selatan.

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator RENSTRA Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :
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T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

Target Renstra Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sesuai Target Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
) Target arg Tahun ke-
No Tugas dan Fungsi Target IKK [ Indikator
NSPK Lainnya

Perangkat Daerah 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ik 2 13 14 15 16 7 18 19 20

Penetapan Perda dan
Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tidak Tepat Tepat | Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
1 |Pergub APBD yang tepat Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu | Waktu | Tepat Waktu Waktu | Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu

waktu

Persentase dokumen
pencairan yang sesuai
2 X 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 88,82% | 99,38% 80% 100% 100% 88,82% | 99,38%
dengan aturan (Sisdur)

dan tepat waktu

Persentase kesesuaian
antara aset lancar dan
3 |aset tetap dengan catatan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
atas laporan keuangan
dan bukti dokumen

Persentase aset tercatat

dan terinventarisasi
4 . 100% 100% 100% 100% 100% [5137% 64,31%| 5559% [93,74% | 97,78% | 5137% 64,31%| 5559% |93,74% 97,78%
sesuai dengan aturan
yang berlaku
Persentase APBD/P
5 |Kab/Kota yang tepat 100% 100% 100% 100% 00% | 100% | 100% 100% 95% 99% 00% 100% 100% 95% 99%

waktu dan benar

Laporan

Pertanggungjaw aban
6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD Kab/Kota yang

tepat waktu
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Dalam upaya untuk mencapai target kinerja pada periode Renstra
2020-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan telah menentukan strategi dan kebijakan yang
kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode
tersebut. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu
tersebut menunjukan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan
fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya
target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024 adalah
Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas,
dengan sasaran :

a. Penganggaran yang Baik dengan indikator Penetapan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur APBD yang tepat waktu dan Budget
Execution yaitu Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total
dalam APBD;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan melalui Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, telah
melaksanakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah dilaksanakan juga
kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan
bimbingan kepada seluruh OPD dalam rangka penyusunan
dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku,
baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total
dalam APBD Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada
periode 5 tahun terkahir terus menunjukkan persentase yang
semakin membaik, berada pada range -5 s.d 0. Hal ini menunjukkan
pengelolaan pendapatan dan belanja lebih baik dari tahun ke tahun,
karena dana APBD lebih banyak terserap ke masyarakat.

b. Penatausahaan Keuangan yang Baik dengan indikator persentase
dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat
waktu;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi
yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian
keuangan/bendahara diseluruh SKPD agar dapat memaksimalkan
pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa
mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan
pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Adapun upaya
yang telah dilakukan seperti Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Transaksi Non Tunai
untuk Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

c. Pelaporan Keuangan yang Baik dengan indikator Persentase
kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas
laporan keuangan dan bukti dokumen;

X
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
telah melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah
serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sebagai bahan/materi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan RI guna memperoleh penilaian /opini atas
penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan, yang
merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan daerah yang
didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan;
dan

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pada Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk yang ke sebelas sejak tahun 2014.

d. Pengelolaan Aset yang Baik dengan indikator Persentase aset
tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Adapun kinerja yang telah dicapai selama S (lima) tahun terkait
Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Untuk mengolah Data Barang Milik Daerah, BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi SIAP Sumsel dan
e-BMD yang mencakup inventarisasi, penatausahaan,
pemanfaatan dan pelaporan.

2. Dalam hal pengamanan hukum (sertifikasi tanah) Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan bersama
dengan Kanwil ATR-BPN Sumsel.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Penyelamatan Aset
Pemerintah Provinsi.

4. Melakukan optimalisasi BMD dengan pola pemanfaatan sehingga
bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam Pengelolaan dan pengamanan aset
milik Pemerintah Provinsi Sumatera terus melakukan upaya
yang lebih intensif dan profesional sehingga didapatkan data
aset yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan
serta menyelamatkan aset dari kehilangan dan penguasaan oleh
pihak-pihak yang tidak berhak.

e. Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola keuangan dan
aset daerah, dengan sasaran persentase APBD/Perubahan
kabupaten/kota yang tepat waktu dan benar dan Laporan
Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu.
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Selaku pembina pengelolaan keuangan daerah pada
kabupaten/kota melalui Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Adapun
ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kabupaten/Kota
untuk dievaluasi Pemerintah Provinsi, serta tindaklanjut terhadap
seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD, hingga koordinasi yang
intensif yang terus dilakukan bersama antara Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota semakin baik.

Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas pada rentang
periode tahun 2020-2024 telah tercapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penunjang
Urusan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Faktor pendorong tercapainya sasaran tersebut yaitu :

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh
Pemerintah Pusat;

2. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran,
penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik;

3. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan
yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;

Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah
sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan
keuangan daerah;

2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian
aplikasi. Peralihan dari Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen
Daerah) ke aplikasi SIPD dimulai pada tahun 2020 tetapi hanya untuk
penganggaran, kemudian tahun 2023 sudah menggunakan SIPD secara
keseluruhan.

Pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 tidak terlepas dari
dukungan anggaran pendanaan untuk melaksanakan tugas fungsi. Pada
tahun 2021 terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mencabut
beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk
Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
beserta perubahan-perubahannya. Implikasi perubahan peraturan tersebut
terdapat beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD
meliputi komponen pendapatan (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah dan komponen belanja (belanja operasi, belanja
modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
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T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020-2024

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
. Tahun ke-
Uraian
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21
Program Pelayanan
Administrasi 11.772.583.828 9.880.594.722 83,93 11.772.583.828,00 9.880.594.722
Perkantoran
Program  Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 6.958.802.000 6.625.747.977 95,21 6.958.802.000,00 6.625.747.977
Program  Peningkatan
Disiplin Aparatur 504.000.000 482.726.192 95,78 504.000.000,00 482.726.192
Program  Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
236.948.200 127.445.398 53,79 236.948.200,00 127.445.398

Aparatur

Program  Peningkatan
Pengembangan  Sistem

Pelaporan  Capaian 460.000.000 458.409.000 99,65 460.000.000,00 458.409.000
Kinerja dan Keuangan

Program  Peningkatan
dan  Pengembangan
Pengelolaan - Keuangan 8.560.385.800 6.965.252.796 81,37 8.560.385.800,00 6.965.252.796
dan Aset Daerah

Program  Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota

Program Penunjang

Urusan  Pemerintahan
Daerah Provinsi 91.080.642.049 |  128.085.234.957 38.282.205.226 43.627.468.413 69.624.496.313 75.516.213.900 36.274.172.223 42.000.528.402 76,44 | 58,96 | 94,75 | 96,27 75.268.887.661,25 55.853.852.710

1.036.500.000 921.845.050 88,94 1.036.500.000,00 921.845.050

Program  Pengelolaan
Keuangan Daerah 3.407.796.949.086 | 3.906.155.125.599 | 4.314.694.033.116 | 4.581.409.798.699 2.869.287.058.020 | 3.642.872.016.915,34 | 3.519.168.784.958,22 | 4.308.041.040.752,25 8420 93,26| 81,56 | 94,03 | 4.052.513.976.625,00 3.584.842.225.161

Program  Pengelolaan
Barang Milik Daerah 6.592.770.000 9.618.899.832 6.075.227.060 5.822.575.000 3.822.979.519 5.148.122.261 6.075.227.060 4.749.520.936 57,99 | 53,52 | 100,00 | 81,57 7.027.367.973,00 4.948.962.444
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Anggaran dan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

SO NT VIS NG

Rekening Uraian TAHUN 2024 AUDITED TAHUN 2023 TAHUN 2022 TAHUN 2021 TAHUN 2020

Alk[3T0 Anggaran Realisasi [ % Anggaran Realisasi [ % Anggaran Realisasi [ % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi [ %
4 PENDAPATAN DAERAH 11.429,573.726.458,00|  10.965.288.224.934,90| 95,94|  11.100.410.477.130,00 9.871.340,904.349,00 8893  10.634.451.400.140,00(  10.036.955.961.132,70| 94,38  10.800.944.019.387,00 9.611.291.244.667,17| 88,99 9.924.882.093.098,75 9.278.520.060.062,03| 93,49
4(1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.236.576.566.867,00 5.312.548,123.255,90 101,46 5.537.652.151.975,00 5.199.841.748.586,00, 93,90 5.385.438.862.341,00 4.930.954.855.677,74| 91,56 4.,747.088.053.007,00 3.865.463.033.085,17| 81,43 3.617.058.256.621,75 3.375.100.984.842,03| 93,31
710 Pendapatan Pejak Daereh L1557 65349500 47440L18037687] 10731] 4351638190900 A609340674.25600] 10675 400L70750503400  446LIs2465.00875] T1Ld8| 3500243740080 3513785324624 10067 2922843193840 3.08LG00.98469961] 10549
41102 Pendapatan Retribusi Daerah 7.484.658.673,00 8.225.836.940,00) 110,67 11.273.357.173,00 13.182.254.856,00| 116,93 9,089.868.000,00 12.185.155.716,25| 134,05 7.601.707.223,00 9.313.749.306,00] 122,52 10.222.939.873,00 8.234.552.913,00{ 80,55
41103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 165.607.917.094,00 138.824.929.544,35| 83,83 160.133.041.509,00 223.885.947.856,00| 139,81 153.464.182.528,00 153.032.882.582,11| 99,72 101.209.528.648,00 65.714.183.659,07| 6493 92.907.300.000,00 82.836.132.369,66| 89,16
411104 Lain-Lain PAD yang Sah 641.926.337.605,00 420.796.176.394,68| 65,56 1.011.081.933.394,00 313.423.871.618,00| 31,00 1.221.177.215.879,00 304.584.352.371,13| 2494 1.138.033.077.054,00 266.649.757.873 86| 2343 592.643.697.364,75 202.229.314.859,76] 34,12
a1 Zdat 0,00 000 000 0,00 000 000 0,00 000 000 0,00 000 00 0,00 0,00 0,40
42 PENDAPATAN TRANSFER 6.188.978.191.591,00 5.648.721.133,679,00| 91,27 5,558.875.638.479,00 4,667.616.469.087,00 8397 5.209.919.693.387,00 5.090,093,999.526,00| 97,70 6.009.694.627.380,00 5.712.683.072.712,00| 95,06 6.274.590,071.477,00 5,875.896.342.538,00| 93,65

Transfer Pemerintah Pusat - Dana 6.188.978.191.591,00 5.648.721.133.679,00| 91,26 5.558.875.638.479,00 4.667.616.469.087,00, 8397 5.160.450.355.387,00 5.029.223.442.526,00| 97,46 6.009.694.627.380,00 5.712.683.072.712,00{ 95,06 6.234.368.422.477,00 5.835.674.693.538,00| 93,60
412101 Dana Bagi Hasil 3.226.356.872.991,00 2.645.802.349.840,00] 82,01 2.753.601.661.479,00 0,00 0,00 2.506.624.648.387,00 2.442.737.296.896,00| 97,45 2,090.318.706.818,00 1.891.734.449.581,00{ 90,50 2.280.142.982.477,00 1.933.269.369.100,00{ 84,79
41201 Dana Alokasi Umum 1,750.244.931.000,00 1.806.673.215.634,00{ 103,22 1,625.443.414.000,00 0,00 0,00 1.563.041.287.000,00 1.563.041.287.000,00{ 100,00 1,569.812.039.000,00 1.563.041.287.000,00{ 99,57 1,575.373.367.000,00 1.568.602.615.000,00{ 99,57
41201 Dana Alokasi Khusus - Fisik 240.607.136.600,00 236.102.516.086,00{ 98,13 276.358.935.000,00 0,00 0,00 211.287.490.000,00 188.860.939.022,00/ 89,39 246.085.361.448,00 220.514.359.267,00/ 89,61 207.073.084.000,00 203.718.863.552,00] 98,38
41201 Dana Alokasi Khusus - Non Fisik 965.143.710.000,00 953.517.511.119,00{ 98,80 903.471.628.000,00 0,00 0,00 879.496.930.000,00 834.583.919.608,00{ 94,89 2.103.478.520.114,00 2.037.392.976.864,00{ 96,86 2.171.778.989.000,00 2.130.083.845.886,00] 98,08

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00 0,00 40.221.649.000,00 40.221.649.000,00{ 100,00

Transfer Pemerintah Daerah (DID) 6.625.541.000,00 6,625.541000,00] 100,00 0,00 000 000 49.469.336.000,00 60.870.557.000,00] 123,05 0,00 000 000 0,00 000 040
413 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.018.968.000,00 4.018.968.000,00] 100,00 3.882.686.676,00 3.882.686.676,00, 100,00 39.092.844.412,00 15.907.105.929,00| 40,69 44.161.339.000,00 33,145.138.870,00/ 75,05 33,233.765.000,00 27.522.732.682,00| 82,82
41301 Hibah 4.018.968.000,00 4.018.968.000,00] 100,00 3.882.686.676,00 3.882.686.676,00| 100,00 39.092.844.412,00 15.907.105.929,00{ 40,69 44.161.339.000,00 33.145.138.870,00] 75,05 32.641.765.000,00 26.967.232.682,00 82,62
413103 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00 0,00 0,00 0,00 592.000.000,00 555.500.000,00 93,83
5 BELANJA DAERAH 11,613.884.803.146,00(  10.908.424.497.431,90| 93,93 11,207.592.376.605,00 9,653,373.230.507,00/  86,13|  10.426.397.636.784,00 9.663.575.726.750,69] 92,68 11.410.177.341.872,00 10.060.730.260.979,40| 88,17 10.662.889.824.852,70 9.517.763.493,965,89| 89,26
5|1 OPERASI 5.572.610.963.162,00 5.308.864.484.748,94| 9527 5.453.521.856.392,00 4,913.125.539.886,00, 90,09 4.917.131.819.100,00 4.499.276.793.174,07| 9150/  5.830.058.901.452,00 5.365.031.503.749,49| 92,02 5.387.261.671.082,86 5.038.670.309.775,65| 93,53
51110t Pegawai 2.662.226.612.724,00 2.529.375.704.900,00{ 95,01 2.402.455.359.047,00 2.158.618.753.463,00] 89,85 2.353.985.331.933,00 2.092.571.068.579,00{ 88,89 2.089.417.475.499,00 1.923.290.549.742,00{ 92,05 1.965.041.467.060,34 1.771,524.397.218,00{ 90,15
511102 Barang dan Jasa 2.316.980.631.756,00 2.205.615.578.219,94| 95,19 2.585.947.355.847,00 2.297.732.037.188,00| 88,85 2.162.957.600.631,00 2.042.275.862.382,07| 94,42 2,062.603.115.941,00 1.811.885.209.417,49| 8784 1.522.451.937.658 71 1.392.760.537.519,30{ 91,48
511103 Bunga 2.900.000.000,00 2.786.684.555,00) 96,09 9,000.000.000,00 8.817.133.280,00( 97,97 15,000.000.000,00 13.227.699.524,00{ 88,18 4.000.000.000,00 382.096.916,00 9,55 0,00 0,001 0,00
511105 Hibah 580.503.718.682,00 561.105.467.074,00] 96,66 456.119.141.498 00 447.957.615.955,00{ 98,21 385.188.886.536,00 351.202.162.689,00{ 91,18 1,673.935.310.012,00 1.629.473.647.674.00] 9734 1.893.371.025.508,75 1.873.445.636.520,56| 98,95
5110 Bantuan Sosidl 10,000.000.000,00 9.981050.000,00] 99,81 0,00 000 000 0,00 000 000 103.000.000,00 000 00 0,00 000 0,40
51w Bieya Provs 00 00000 6.397.240.855,06 $3973651770] 1469

0,00

5|2 MODAL 1,472.333.805.414,00 1.303.072.011.451,71| 88,50 1,458.852.226.079,00 1,239.943.154.569,00) 84,99 1,631.148.929.785,00 1.536.370.414.095,28| 94,19 2,191,283.655.818,00 1,836.834.114.021,94| 83,82 2.300.677.274.954,52 1,664.700.767.363,54| 72,36
51210t Tanah 2.382.000.000,00 701,091.453,00] 2943 4.022.134.941,00 1.743.753.503,00{ 4335 9,900.866.391,00 8.708.743.955,00] 87,96 79.703.529.691,00 70.853.405.527,00{ 88,90 25.996.202.296,02 14.597.408.000,21] 56,15
512102 Peralatan dan Mesin 383.076.710.666,00 272.576.659.179,00{ 71,15 411.097.622.243,00 363.526.584.860,00| 88,43 343.196.057.265,00 342.811.302.542,00{ 99,89 336.930.132.385,70 288.834.883.969,24| 8573 202.321.540.968,00 181.062.816.387,17| 89,49
512103 Gedung dan Bangunan 275.873.524.718,00 260.181.034.813,71| 9431 315.507.130.559,00 266.557.790.089,00, 84,49 384.013.162.715,00 361.568.165.909,82| 94,16 324.974.441.062,30 289.050.835.757,28| 88,95 217.728.760.874,00 201.564.960.984,78| 92,58
512[04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 751.874.329.402,00 699.678.969.706,00{ 93,06 656.331.548.359,00 541.178.479.004,00, 82,46 810.983.899.571,00 747.812.255.898/46| 92,21 1.365.201.497.824,00 1.107.398.086.860,42| 81,12 1.324.714.718.829,50 904.310.171.568,49| 68,26
512105 Aset Tetap lainnya 54.365.258.374,00 66.149.063.496,00) 121,68 68.849.789.977,00 65.940.480.613,00, 95,77 83.054.943.843,00 75.469.945.790,00) 90,87 84.474.054.855,00 80.696.901.908,00{ 95,53 90.534.093.767,00 53.768.783.085,00] 59,39
512106 Aset Lainnya 4.761.982.254,00 3.785.192.804,00{ 79,49 3,044.000.000,00 996.066.500,00 32,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.649.013.100,00 215.967.588.496,51| 73,55
5[2]07 Belanja Modal BLUD 0,00 18.088.645.120,00 12.330.403.046,38| 68,17
5[2]08 Belanja BOS 127.644.300.000,00 81.098.635.795,00] 63,53
5(3 TIDAK TERDUGA 21,794.414.409,00 82.301,295,00, 0,38 5,000.000.000,00 0,00 0,00 20,023.352.300,00 19.553.804.801,00( 0,38 15,000.000.000,00 14,055.098.162,00 93,70 213,989.881.777,00 197.104.066.604,97| 92,11
51310t Tidak Terduga 21.794.414.409,00 82.301.295,00f 0,38 5,000.000.000,00 0,00 0,00 20.023.352.300,00 19.553.804.801,00( 0,38 15,000.000.000,00 14,055.098.162,00{ 93,70 213.989.881.777,00 197.104.066.604,97| 92,11
5|4 TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN 4.547.145.620.161,00 4.296.405.699.936,25| 94,49 4.290.218.294.134,00 3.500.304.536.052,00 81,59 3.858.093.535.599,00 3.608.374.714.680,34| 93,53|  3.373.834.784.602,00 2.844.809.545.045,96| 84,32 2.760.960.997.038,32 2.617.288.350.221,73| 94,80
51401 Bagi Hasil Kepada Pemerintah 2.399.583.626.924,00 2.399.428.901.098,00| 99,99 2.219.612.517.208,00 2.179.118.758.571,00{ 98,18 1,955.755.318.322,00 1.914.984.234.446,00{ 97,92 1.849.505.412.624,00 1.579.375.912.863,60[ 85,39 1.476.788.949.690,80 1.455.636.933.603,00{ 98,57
5[40 Bantuan Keuangan Antar Daerah Provins 000 000 o 0,00 o0 000 B7657469L00 100000000000 _ 431 0,00 o0 o0 0,00 000 00
514103 Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke 2.141.561.993.237,00 1.896.976.798.838,25| 88,58 2,070.605.776.926,00 1.321.185.777.481,00) 63,81 40.000.000.000,00 0,00 0,00 1.515.113.959.978,00 1.258.433.632.182,36| 83,06 1.276.472.047.347,52 1.153.951.416.618,73| 90,40
514104 Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau 6.000.000.000,00 0,00( 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00{ 100,00 9,215.412.000,00 7.000.000.000,00{ 75,96 7.700.000.000,00 7.700.000.000,00/ 100,00
514105 Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.834.661.642.586,00 1.687.890.480.234,34| 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kepada Kabupaten/Kota

SURPLUS/DEFISIT -184.311.076.688,00 56.863.727.503,00] -30,85 -107.181.899.475,00 217.967.673.842,00 -203,36 208.053.763.356,00 373.380.234.382,05| 179,46 -609.233.322.485,00 -449.439.016.312,22| 8143 -738.007.731.753,95 -239.243.433.903,86| 3242
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Rekening TAHUN 2024 TAHUN 203 TAHUN 2022 TAHUN 2021 TAHUN 2020
AlK|)[O Urlan Anggaran Realisasi | % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi | % Anggaran Realisasi % Anggaran | Realisasi %
6 PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN 184.311.076.688,00] 5163096220336 2801  107.18189947500]  -63.150.00643281] -5893]  -208.053763356,00]  -50.463.191.90886] 2425]  609.233.32248500  520.159.551422,81] 86,36 738.007.731.753.95 360.862979.254,42] 4890
0,00
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2893110766800 1548086740991 86,44 3291704247300 3279583405519 9996 1519463664400 1589403356514 9997  7AL643322485000 6155955042281 8644 857.122,633.305,95 474.971,380.806,42| 53,51
61101 Penggunaen SLPA Tahun Sebelumnye 289.311.076.688,00 154808667.40991] 100,00] 300917.042473,0] 3279834055.19] 99,96 79.766.152.574,00 1971394949550 99,93 121.594476.750,00] 1215337466010 100,00] 349,155.866.930,60 392331047042] 5351
6[1[0 Pencairan Daa Cadangan 0,00 000 0,00) 0,00] 000 00 0,00 000 000 0,00] 000 0,00] 0,00 0,00 0,00
611[03 Hasi Penjualan Kekayan Daerah yang 0,00 000 0,00] 0,00] 000 0,00] 0,00 000 0,0] 0,00] 000 0,00] 0,00] 000 0,00
61104 Pinjaman Daerah - Pemerintzh Pusat 0,00 000 8345] 0,00] 000 0,00] 72.180.084.070,00 72.180.084.069,55] 100,00] 590.048.845.735,00] 4935661767671 83,65 0,00] 000 0,00
611[05 Pinjantan Daerah - Pemerintzh Daerah Lain 0,00 000 0,0] 0,00] 000 0,00] 0,00 000 000] 0,00] 000 0,00] 0,00] 000 0,00
61106 Pinjanan Daerah - Lembaga Keuangan Bank 0,00 000 0,0] 0,00] 0000 0,00 0,00 000 0,0] 0,00] 000 0,00] 0,00] 000 0,00
611[07 Pinjanan Daerah - Lembaga Keuangan Bukan 0,00 000 00] 0,00] 0000 0,00 0,00 000 0,0] 0,00] 000 0,00] 507.966.766.375,35] 1257435033600 0,00
611[08 Pinjaman Daerah - Masyeralat (Obligas 0,00 000 0,00) 0,00] 000 00 000 000 0,00] 0,00] 000 000] 0,00] 000 000
61109 Penerimazn Kembal Pemberian Pinjaman 0,00 000 0,0] 0,00] 0000 0.00] 000 000 0,00] 0,00] 000 0,00[ 0,00] 000 0,00
611[10 Penerimazn Pembiayaan Lainnya 0,00 000 o,nni 0,00] 0000 0.00] 0,00 o,onI 0,00 o,nnI o,onI o,nnI n,ooI 000 000
0,00

62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1050000000000 103.177.705.20655] 9826  215735.142.99800  385.954.840.488,00 17890  360.000.000.00000  202357.225.47400( 5621  102.410,000.000,00) 86.000.000.00000 8398  119.114901.55200]  114.114901.552,00] 98,26
61201 Pertbentukan Dana Cadangan 0,00 000 0,0] 0,00] 0000 0.00] 0,00 000 000 0,00] 000 0.00] 0,00] 000 0,00
612[0 Penyertaan Modal Investasi Daerah 0,00 000 8398 0,00] 0000 0.00] 0,00 000 0,0] 102:410,000.000,00] 86.000.000.000,00] _ 8398| 119,114.901.552,00] 114.114.901.552,00] 0,00
612[0 Pertbayaran Pinjaman - Pemerintah Pusat 0,00 000 00/ 0,00] 0000 000 0,00 000 0,00] 0,00] 000 0,00] 0,00] 000 0,00
61204 Pertbayaran Pinjaman - Pemerinah Daereh 0,00 000 00] 0,00] 0000 0.00] 0,00 000 0,0] 0,00] 000 0.00] 0,00] 000 000
612 [0 Pertbayaran Pinjaman - Lembaga Keuangen 105.000.000.000,00 103.177.705.206,55] 98,26] 215.735.142.998,00] 385.954.840.488,00] 178,90] 0,00 000 00] 0,00] 000 0.00] 0,00] 0,00 98,26
612 (06 Pertbayaran Pinjaman - Lembaga Keuangen 0,00 000 00/ 0,00] 0000 000 360.000.000.000,00 023572547400 56,21] 0,00] 000 000] 0,00] 000 000
6l2[07 Pembayaran Pinjaman - Masyaraket (Obligasi 0,00 0,00 0,00] 0,00] 000 0,00] 0,00 000 0,0] 0,00] 000 0,00[ 0,00] 0,00 0,00
612[08 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00] 0,00] 000, 0,00] 0,00 000 0,0] 0,00] 000 0,00[ 0,00] 0,00 0,00
61209 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 000 000 0,00] 000 00 0,00 000 000 0,00] 000 00 0,00] 0,00 0,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 000  108494689.70636] - 000  154.808.667.409,19 . 000  3nom0a4mlel - 0,00 79.720535.110,59 0,00 121619545.3505] -

TAHUN BERKENAAN (SILPA)

[RASIO KEMANDIRIAN 48% 53% 49% 40% 36%
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Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun
dalam kurun waktu tersebut terdapat penurunan rasio antara realisasi
dan anggaran seperti yang dijelaskan pada tabel. Berbagai upaya telah
dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan diukur dengan menggunakan 6 (enam)
indikator, yaitu

1. Penetapan Perda dan Pergub APBD yang tepat waktu;

2. Persentase dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan (Sisdur)
dan tepat waktu;

3. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan
catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen;

4. Persentase aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan
yang berlaku;

5. Persentase APBD/Perubahan Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan
benar;

6. Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran operasional RPJMD
tahun 2019-2023 dan RPD tahun 2024-2026 telah mengakomodir
dinamika perubahan peraturan. Dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Melalui dokumen perencanaan ini akan diketahui keterkaitan
antara sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan antar

kegiatan.
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d. Capaian Kinerja BPKAD TA. 2020-2024 Berdasarkan Indikator Inmendagri
Nomor 2 Tahun 2025

Capaian
No Program Indikator Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program 1.1 Persentase Belanja Pegawai di Luar| Persen 15,94% 16,53% 22,45% 22,37% 21,29%
Pengelolaan Tunjangan Guru yang Dialokasikan
Keuangan Daerah melalui TKD

1.2 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur| Persen F 137,75% r 158,10% r 93,39% r 54,42% r 29,13%

1.3 Persentase SILPA terhadap APBD Persen 1,14% 0,70% 3,10% 1,38% 0,93%
1.4 Persentase Laporan Keuangan Tepat| Persen [Tepat Waktu |Tepat Waktu |Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu
Waktu
2. Program 2.1 Persentase Penambahan Nilai Aset| Persen 21,76% 7,35% 7,68% 3,72% 3,64%
Pengelolaan BMD Tetap.
2.2 Asset Management (Melihat manajemen Ya Ya Ya Ya Ya Ya

aset seluruh perangkat daerah yang
- Daftar aset tetap

- Manual untuk menyusun daftar aset
- Proses inventarisasi aset tahunan

- Nilai aset tercantum dalam laporan
anggaran

1.1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan
melalui TKD

PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TPG, TKG DAN TAMSIL

NO URAIAN 2024 223 222 2021 2020
a. |Total Belanja Daerah 10.501.712.113.782,00 | 10.511.755.061.412,00 | 9.766.471.031.458,00 | 10.729.096.013.693,00 | 10.541.651.134.823,30
b. |Belanja Pegawai 2.653.722.937.282,00 |  2.764.489.220.825,00 | 2.605.363.817.438,00 | 2.155.771.895.845,00 | 1.989.261.533.935,40
c. (BT‘;!Z’;“ Tunangan  Profesi GUU| apq 436 657.000,00 | 317.545613.000,00| 3175456130000 | 320777.757.000,00 | 294.647.897.000,00
d. (B;iﬁ”éiaml:{"baha” Penghasilan 1349 250000,00 | 17.400000.000,00|  17.400.000.000,00 4585.000000,00 | 14.095.847.000,00

Belanja Tunjangan Khusus Guru
(TKG)

f. |Tunjangan sejenis lainnya yang
bersumber dari TKD yang telah
ditentukan penggunaannya (Belanja
Pegawai BOSP-BOS Reguler)

9 |Belanja Pegawai diluar belanja
untuk tambahan penghasilan guru,
tunjangan khusus guru, tunjangan
profesi guru dan tunjangan sejenis|  2.235.464.387.532,00 | 2.351.242.369.825,00 | 2.192.116.966.438,00 |  1.773.615.858.845,00 |  1.680.517.789.935,40
lainnya yang bersumber dari TKD
yang ditentukan penggunaannya
g = (b-(ctd+et)

78.440.742.750,00 78.301.238.000,00 |  78.301.238.000,00 56.793.300.000,00

% TERHADAP BELANJA DAERAH 21,29 22,31 22,45 16,53 15,94

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru
yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total
belanja APBD. Adapun dalam lima tahun terakhir Persentase Belanja
Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD tidak

melebihi dari 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

X
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1.2 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur

we
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PERHITUNGAN PENERIMAAN DANA TRANSFER UMUM YANG DIPERHITUNGKAN

diperhitungkan

No Komponen Perhitungan 2020 2021 2022
(Rp) (Rp) (Rp)
1. [Penerimaan
Dana Transfer Umum
a) DAU 1.756.924.452.000,00| 1.744.947.825.000,00 | 1.563.041.287.000,00
b) DBH 1.984.483.896.984,00| 1.610.107.721.818,00 | 2.173.020.984.000,00
Jumlah Penerimaan 3.741.408.348.984,00| 3.355.055.546.818,00| 3.736.062.271.000,00
2. |Pengurang
a) DAU Tambahan
b) DBH yang bersifat earmarked 1.937.196.376,00 822.950.000,00 1.079.710.000,00
c) ADD
Jumlah Pengurang 1.937.196.376,00 822.950.000,00 1.079.710.000,00
Jumiah Dana Transfer Umumyang | 5 24 171.152.608,00 3.354.232.596.818,00| 3.734.982.561.000,00

BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penggunaannya Bersifat Umum

No Komponen Perhitungan Jumlah Jumlah Jumlah
1|a) Belanja Modal 2.129.605.719.178,00] 1.953.907.418.862,00{ 1.445.742.037.574,00
1) Tanah 35.212.900.24500 |  66.704.815.156,00 8.403.511.169,00
2) Peralatan dan Mesin 222.899.183513,00 |  337.160.341.706,00 |  314.832.972.271,00
3) Bangunan dan Gedung 233574.987.906,00 | 543.852530.391,00 |  374.675.426.771,00
4) Jalan, jaringan dan irigasi | 1.224.123.814.147,00 |  926.723.660.522,00 |  663.622.420.120,00
5) Asettetap lainnya 119.627.341.26700 | 79.466.071.087,00 83.288.206.243,00
6) Asetlainnya 294.167.492.100,00 0,00 919.501.000,00
b) Belanja pemeliharaan 108.853.017.004,00 |  155.989.292.219,00 135.029.978.981,00
2 |a) Belanja Hibah 1.799.881.576.158,75 1.725.085.782.050,00 |  389.337.823.463,00
b) Belanja Bantuan Sosial
c) Belanja Bantuan Keuangan 1.112.734.147.527 52| 1.468.199.094.244,00 | 1.518.139.672.262,00
3 ?;T;')ah Belanja. Infrastrukur Daerah) ¢ 1o 74450 868.27| 5303.181567.375,00|  3488.249512.280,00
Persentase  Belanja  Infrastruktur
terhadap Transfer ke Daerah yang 137,75 158,10 93,39
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BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

No KOMPONEN PERHITUNGAN

1. |Total Belanja Daerah
2. |Belanja bagi Hasil dan/atau transfer kepada
daerah dan/atau desa

a. Belanja Bagi Hasil

b. Bantuan Keuangan

2023
10.511.755.061.412,00

2024
10.501.712.113.782,00

1.943.590.766.667,00
1.844.936.267.453,00

2.227.174.098.112,00
1.603.827.801.085,00

Jumlah (a+b) 3.788.527.034.120,00 3.831.001.899.197,00
3. |Selisih (1-2) 6.723.228.027.292,00 6.670.710.214.585,00
g, |Mimimal Belanja nfrastruktur Pelayanan Publik 2.689.291.210.916,80 2.668.284.085.834,00
(40% x Selisih)
PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
No KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH JUMLAH
1. | a) Belanja Modal [ 1.288.129.124.777,00]  1.189.928.685.051,00
1) tanah; 6.210.352.941,00 3.280.000.000,00
2) peralatan dan mesin; 292.531.147.223,00 284 .536.275.558,00
3) bangunan dan gedung; 353.308.840.131,00 227.650.848.550,00
4) jalan, jaringan, dan irigasi; 567.582.191.500,00 620.420.894.443,00
5) asettetap lainnya; 66.396.592.982,00 52.623.466.500,00
6) asetlainnya. 2.100.000.000,00 1.417.200.000,00
b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan
(Availability Payment) - 160.000.000,00
c) Belanja Pemeliharaan 148.279.342.895,00 106.563.543.959,00
2. | a) Belanja Hibah; 377.361.094.000,00 636.688.648.844,00
b) Belanja Bantuan Sosial; - 10.000.000.000,00
c) Belanja Bantuan Keuangan. 1.844.936.267.453,00 -
3. |Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) 3.658.705.829.125,00 1.943.340.877.854,00
PERSENTASE 54,42 29,13

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Penyusunan
APBD yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja
infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari
total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah
dan/atau desa. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik tahun
2020, tahun 2021, tahun 2022 dan 2023 telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Adapun pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum
memenuhi alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik. Untuk itu,
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya mengalokasikan
anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat
puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil atau transfer
kepada daerah secara bertahap dalam waktu S (lima) tahun sejak
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun tahun
2024 Belanja Bantuan Keuangan tidak termasuk dalam komponen Belanja
Insfrastruktur Daerah.

X
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1.3 Persentase SILPA terhadap APBD

Rasio SILPA
Tahun | Total Anggaran Belanja SILPA terhadap TOtaI.
Anggaran Belanja
Daerah
2020 10.662.889.824.852,70 121.619.545.350,56 1,14
2021 11.410.177.341.872,00 79.720.535.110,59 0,70
2022 10.426.397.636.784,00 322.917.042.473,19 3,10
2023 11.207.592.376.605,00 154.808.667.409,19 1,38
2024 11.613.884.803.146,00 108.494.689.706,36 0,93

Berdasarkan data tersebut diatas, rasio SILPA tahun 2024 mengalami
penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun 2023, tahun
2022 dan tahun 2020. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis
pendapatan,
penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja

harus

belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan

sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

1.4 Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

Waktu

Capaian
Indikator Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
3 4 5 6 7 8 9
Persentase Laporan Keuangan Tepat| Persen |Tepat Waktu |Tepat Waktu |Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu

Berdasarkan data tersebut diatas,
Selatan patuh terhadap waktu pelaporan. Hal ini mencerminkan
keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola

keuangan yang lebih baik.
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1.5 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

No Uraian Aset 2019 2020 % 2020 2021 % 2021 2022 % 2022 2023 % 2023 2024 % 2024
1 |ASET TETAP

a |Tanah 5.817.402.468.150,86 10.573.586.020.615,60 | 8176% 11329.490.821739,50 | 7,55% 12.296.049.749.427,70 | 8,53% 12.289.958.443.437,00 | -0,05% 12.473.956.004.005,30 | 150%

b |Peralatan dan Mesin 2.076.384.932.919,11 2460507.732.869,82 | 18,50% 2.768.373.058.986,04 [ 12,51 3.225.357.196.046,5 | 16,51% 3.635.251294.42926 | 12,7%% 3.892.457.774564,63 | 7,08%

¢ |Gedung dan Bangunan 3.454.666.117.436,09 4215.821795.215,60 | 22,03% 4.462.812.938458,99 | 5.86% 4.907.444.174.18142 | 9,96% 5.203.730.797.305,23 | 6,04% 5.391770.481770,05 | 3,61%

d |Jalan, Jaringan dan Irigrasi 11918.140.732.588,60 12.175.895.778.611,60 2,16% 12.991502.065.60340 | 6,70% 13.723.350.167.230,60 | 5,63% 14.357.391556.472,60 | 4,62% 15.025.679.809.593,60 | 4,65%

e |Aset Tetap Lainnya 469.537.862.303,51 793.406.131269,25 | 68,98% 671272.671147,30 | -15,39% 747.614.026.026,74 | 137% 768.736.313.192,01 2,83% 743.176.859.154,65 | -3,32%

f |Kontruksi Dalam Pengerjaan 1164.758.922.957,67 100.163.923.630,28 | -9140% 323.103.432.987,30 | 222,57% 147.555.360.560,20 | -54,33% 96.982.980.328,22 | -34,27% 149.042.248.483,80 | 53,68%

Total Aset Tetap 24.900.891.036.355,80 | 30.319.381.382.212,10 | 21,76% | 32.546.554.988.922,50 | 7,35% 35.047.370.673.472,80 | 7,68% | 36.352.051.385.164,30 | 3,72% 37.676.083.177.572,00 | 3,64%

Bahwa Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap selama periode 2020-2024 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya
penghapusan aset dan hibah barang milik daerah.

1.6 Asset Management

Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada dengan komponen :

Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)

a.

b.
c.
d.

Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)

Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)

Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)

Adapun Perangkat Daerah di provinsi sumatera Selatan telah memiliki Asset Management. Dengan menggunakan manajemen aset,
pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset publik yang dimiliki dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal
bagi masyarakat.
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a. Daftar aset tetap
1) KIB A (Tanah)
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULAS| KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH
IDPemda No Kode Lokasi Nama_UPB Kode Barang Nama Aset No_Registe| Luas_M2 | Tgl_Perolehan |Tgl | Alamat Hak_Tanah _|tifikat_Tangtifikat_Non Penggunaan Asal_usul Harga
010100100110000{ 1 (070001010101 |SERETARIATOPRD  [130101010101 | "2h Bangunan Rumah Negara 1 2486 08041986 | 08-04-1986 |- DemangLebar Daun No.S11RES2 Ru.24 Kel. Wakpakai | 31510 | 333 [fumahlabatan Wakil Kewa Hibah 2235.799.334,00 |-
Golongan | Lorok Pakjo Palembang DPRD Prov. Sumsel
010100100110000{ 2 [07.00.01.0101.01 |SEKRETARIATDPRD  |13.01.01010101 | 2n2h Bangunan Rumah Negara 2 2492 10-11-1995 | 10-11-1995 |'-Demang Lebar Daun No. 5161 Rt82 Ruw.24 Kel. HakPakai | 35013 | 397 |Rumanlabatan Wakil Ketua Hibah 2.036.333.333,00 |-
Golongan | Lorok Pakjo Palembang DPRD Prov. Sumsel
010100100110000{ 3 (070001010101 |SERETARIATOPRD  [130101010101 | n2h Bangunan Rumah Negara 3 2485 10111985 | 10411995 |':Demang ebar Daun NoS161 Re82 Rw 24 Kel. Wakpakai | 35013 | 308 |umahlabatanWakilKewa Hibah 2.036.333333,00 |-
Golongan | Lorok Pakjo Palembang DPRD Prov. Sumsel
010100100110000( 4 070001010101 |SEKRETARIATOPRD  |13.01.01010101 | 22h BangunanRumah Negara 4 7925 20041981 | 29-04-19g1 |- Linekar Istana No. 1Rt. 52 Rw.11 Kel. Demang HakPakai | 31531 | 2s5/r |RumahJabatan Ketua DPRD Hibah 6.854.000.000,00 |-
Golongan | Lebar Daun Palembang Prov. Sumsel
Tanah Bangunan Kantor o . .
010100100110000{ 5 [07.000101010L [SEKRETARIATOPRD (130101010401 | 2721 %78 1 49967 | 04-08-1986 | 04-08-1986 |l Kapten A Rivai Palembang HakPakai | 31628 | 322 |Kantor DPRD Prov. Sumsel Hibah 145.616.124.000,00 |-
‘emerinta
Tanah B
040100100110000{ 6 [07.00.04.01.01.01 |BIRO PEMERINTAHAN [1.3.01.01.01.01.05 ’:e"; /w?:ril:):]rama 1 20388 | 31-12-2006 | 31-12-2006 [Asrama Haiji Jalan Tanjung Api-Api Hak Pakai Perluasan Asrama Haji Pembelian 3.968.210.400,00 |2 Persil (17.940+2.448)
I
040100100110000{ 7 [07.00.04.01.0101 |BIRO PEMERINTAHAN [13.01.01.01.01.05 La"a?‘zaj"g”?:‘ 2 22626 | 31-12-2007 | 31-12-2007 |Asrama Haji Jalan Tanjung Api-Api Perluasan Asrama Haiji Pembelian 7.694.266.360,00 |2 Persil
ess, 1sma rama
Tanah B b i rugi tanah persil 1048.8/21 an.
040100100110000( 8 |07.00.04.010101 |BIRO PEMERINTAHAN |13.01.01.0102.012 | 22" Bangunan Gedung Pusat 1 4476 31122011 | 31-12-2011 |Lokasi Mall Sriwijaya kawasan Jakabaring Gedung/Mall Pembelian 1.007.100.000,00 |32 U8l tanah persil 1048.8/21 an
Perbelanjaan Lestari Wibowo/Abdul Hamid
040100100110000{ 9 [07.00.040101.01 |BIRO PEMERINTAHAN |13.0101.010402 | 2n2h Bangunan PendidikanDan | 2503 04-02-2013 | 04-02-2013 |Kel. 5 Ulu Kec. S.U1 Palembang Hak Pakai ! an Universitas Pembelian 1.626.950.000,00 [tanah an. Ny. Lestari
Latihan Islam Negeri Raden Fatah
040100100110000{ 10 (070004010101 |BIRO PEMERINTAHAN |130101010402 | n2h Bangunan PendidikanDan |, 0 04-02-2013 | 04-02-2013 Pembelian 49.900.000,00 | C€1272 Penaksir Harga tanah
Latihan |kawasan Jakabaring
Tanah Bangunan Pendidikan Dan Pembangunan UIN Raden . - .
040100100110000 11 (070004010001 [BIRO PEMERINTAHAN [1301.01010402 | ** 3 22858 | 04-02-2013 | 04-02-2013 |Kel S Ulu Kec. SUI palembang oty Pembelian 16.572,050.000,00 [Tanah Milik PT. Amen Mulia
Ihan ata
Tanah Untuk Bangunan Ibadah Pembangunan Masjid . Tanah terpisah OIEhJaIa?' persil 1dg
040100100110000| 12 [07.0004010101 [BIROPEMERINTAHAN [130101010607 | " 1 | 7534315625 | 29-06-2012 | 31-12-2012 [Jl. Pangeran Ratu Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 e Pembelian 36.910.614.084,00 | uas 41.593 m2 dan persil 2 dg luas
v v 33.750 m2.
040100100110000{ 13 [07.00.04.01.01.01 |BIRO PEMERINTAHAN  [13.01.01.01.06.07 E,”ah Untuk Bangunan Ibadah 1 18570 | 31-12-2007 | 31-12-2007 |Kawasan Jakabaring Islamic Centre Pembelian 1.737.110.000,00 |21 Persil
\ﬂﬂya
040100100110000] 14 [07.00.04010101 |BIRO PEMERINTAHAN |13.01.000006.07 | 2n2h UntukBangunan Ibadah 2 7350 1510-2012 | 31-12-2012 |Kawasan Jakabaring Pembangunan Masjid Pembelian 2.940,000,000,00 |71 10- 26 B an. Bulhasan bin
Lainnya Sriwijaya Dungut
040100100110000{ 15 [07.00.04.01.0101 |BIRO PEMERINTAHAN [13.01.01.01.07.01  [Tanah Persil Lainnya 1 3265 31122011 | 31-12-2011 |'0k@S! Perumahan Guru/PNS 1000 unitKawasan Perumahan Pembelian 816.250.000,00 | 2" rugi tanah persil no. 609/18 an.
jakabaring Mustawani / Hadisuryo
Pek Dinas Tenaga Kerja 16 Ulu Seb
040100100110000{ 16 [07.00.04.01.0101 |BIRO PEMERINTAHAN [13.01.01.01.07.01  [Tanah Persil Lainnya 1 790 31122006 | 31-12-2006 Ufujl'a”g“" \nas Tenaga ferja 1o UluSeoerang | oy pakai Tanah Pekarangan Pembelian 199.402.560,00 |1 Persil
040100100110000{ 17 [07.00.0401.01.01 |BIRO PEMERINTAHAN |1.3.01.01.0107.01  |Tanah Persil Lainnya 1 53063 | 31-12-2006 | 31-12-2006 |Kawasan Jakabaring Jalan Poros Pembelian 1.552.092.750,00 ?Te’?" (SIMDA BMD 7.8 =Tanah
alan
P . Fly Over Simpang 4 Polda . .
040100100110000{ 18 ]07.00.04.01.01.01  |BIRO PEMERINTAHAN |1.3.01.01.01.07.01 Tanah Persil Lainnya 1 1580 31-12-2007 31-12-2007 |Simpang 4 Polda Sumsel Palembang Sumsel Pembelian 3.968.210.400,00 |2 Persil
Ul
040100100110000] 19 [07.00.04.01.01.01 |BIRO PEMERINTAHAN |1.3.01.01.01.07.01  [Tanah Persil Lainnya 2 1900 31-12-2011 | 31-12-2011 [lalan Lingkar Kawasan Jakabaring Tanah untuk kawasan Pembelian 228.000.000,00 22" U8l tanah persil no L an.
Jakabaring Sport Center Zulanun
i i rug iImo. )
040100100110000{ 20 [07.00.04.01.0101 |BIRO PEMERINTAHAN [1.3.01.01.01.07.01  [Tanah Persil Lainnya 2 23160 | 31122011 | 31122011 |OKeS! Perumahan Guru/PNS 1000 Kawasan Perumahan Guru / PNS Pembelian 5.790,000.000,00 |32t rugi tanah persil no. 610/18 an
Jakabaring Mustawani / Hadisuroyo
040100100110000{ 21 [07.00.04.01.01.01 |BIRO PEMERINTAHAN [13.01.01.01.07.01  [Tanah Persil Lainnya 3 26000 | 31-12-2011 | 31-12-2011 |Lokasi Perumahan Guru/PNS Kawasan Jakabaring Perumahan Guru/PNS Pembelian 6.500.000.000,00 ga";: rugi tanah persil no. 868/20 an.
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2) KIB B (Peralatan dan Mesin)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

PERALATAN DAN MESIN

No [ Kode Lokasi Nama_UPB Kode Barang Nama_Aset No_:glst Tahun Merk Type cc Bahan N:ar::rk_ Nomor_Rangka Nomor_Mesin | Nomor_Polisi | Nomor_BPKB | Asal_usul [ JmI_Brg Harga
Recumbent
1 |01.01.01.01 1.3.02.01.01.06.08 .
SEKRETARIAT DPRD Asphalt Recycle 6 2007 [Cycle Pembelian 1 9.990.000,00
matrix
2 (01.01.01.01 1.3.02.01.01.06.08 recumbent
SEKRETARIAT DPRD Asphalt Recycle 8 2007 |[bike mx-r5x Pembelian 1 155.000.000,00
3 [01.01.01.01 [SEKRETARIAT DPRD 1.3.02.01.01.07.010 Pemadat Sampah 1 1985 Kotak Sampah Pembelian 1 20.000,00
4 101.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.02.01.01.07.010 Pemadat Sampah 2 1999 kotak sampah Pembelian 1 15.000,00
5 [01.01.01.01 [SEKRETARIAT DPRD 1.3.02.01.01.07.010 Pemadat Sampah 3 2000 |- Kotak Sampah |- Plastik |- - - - - Pembelian 1 20.000,00
6 ]01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.02.01.01.07.010 Pemadat Sampah 4 2003 Pembelian 1 20.000,00
7 [01.01.01.01 [SEKRETARIAT DPRD 1.3.02.01.01.07.010 Pemadat Sampah 5s/d6 2004 Pembelian 2 60.000,00
8 |01.01.01.01 13.02.01.03.05.01 Transportable Water )
SEKRETARIAT DPRD Pump 1s/d2 | 2005 Pembelian 2 300.000,00
9 |o1.01.01.01 13.02.01.03.05.01 Transportable Water )
SEKRETARIAT DPRD Pump 3 2013 [Sanyo PH408JP Pembelian 1 11.125.000,00
10 {01.01.01.01 13.02.01.03.05.02 sanyo )
SEKRETARIAT DPRD Portable Water Pump 1 2013 |Elektrik P H258 JP Pembelian 1 7.520.000,00
Pompa
11 [01.01.01.01 13.02.01.03.05.010 Celup
Tsurumi
SEKRETARIAT DPRD Pompa Air 1 2021 |195 Lir Pembelian 1 11.880.000,00
Toyota New MR2B53HK4K400585
12 (01.01.01.01 1.3.02.02.01.01.01
SEKRETARIAT DPRD Sedan 1 2019 [Camry 2.5 LA/T Hybrid |2500 4 A25A 0521436 [BG 107612 P-07268222 Pembelian 1 793.680.000,00
13 |01.01.01.01 1.3.02.02.01.01.02 MNBLS4D105W3027 .
SEKRETARIAT DPRD Jeep 6 2009 |FORD EVEREST4 X4 |2499 56 WLAT1121940 [BG 1141 MZ 1528811 F Pembelian 1 399.700.000,00
14 )01.01.01.01 1.3.02.02.01.01.02 MNBLS4D105W3010 .
SEKRETARIAT DPRD Jeep 7 2009 [FORD EVEREST 4 X 4 2499 47 WLAT1104133 |BG 1142 MZ 0849584 F Pembelian 1 399.700.000,00
15 ]01.01.01.01 1.3.02.02.01.01.02 MNBLS4D109W3019 .
SEKRETARIAT DPRD Jeep 8 2009 |FORD EVEREST 4 X 4 2499 12 WLAT1113241 |BG1143 MZ |1523872F Pembelian 1 399.700.000,00
16 |01.01.01.01 1.3.02.02.01.01.02 Toyota New MHFZR69GXE311509
SEKRETARIAT DPRD Jeep 11 2014 |[Fortuner  |2,5 G M/T Dieset|{2500 8 2KD-5445096 [BG 1139 RZ  |L-09014001 Pembelian 1 387.400.000,00
17 |01.01.01.01 1.3.02.02.01.01.02 Toyota New MHFZR69GXE311560
SEKRETARIAT DPRD Jeep 12 2014 |Fortuner 2,5 G M/T Dieset|2500 4 2KD-5449078 |[BG1140RZ [L-09014002 Pembelian 1 387.400.000,00
18 (01.01.01.01 1.3.02.02.01.01.02 Toyota New MHFZR69G5E311474
SEKRETARIAT DPRD Jeep 13 2014 |Fortuner 2,5 G M/T Dieset|2500 7 SKD-5443463 [BG 1141 RZ L-09014003 Pembelian 1 387.400.000,00
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3) KIB C (Gedung dan Bangunan)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Dokumen_

No Kode Lokasi Nama_UPB Kode Barang Nama_Aset No_Regi Tgl_F let Tgl_F Bertingkat_Tidak [Beton_tidakluas_Lanta Lokasi Tanggal

Dokumen_Nomor Asal_usul Harga Keterangan

JI. Kapten A.Rivai Kelurahan Lorok
1 07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIATDPRD [1.3.03.01.01.01.01 |Bangunan Gedung Kantor P{ 000002 30-08-2004 30-08-2004 Bertingkat Beton 1100 |Pakjo Kecamatan Ilir Barat | 38229 Pembelian 72.218.691.478,40 |Gedung Kantor Permanen |
Palembang No. 1258

Pembangunan Ruang Receptionist
dan penerima tamul

Konsultan Perencana : Rp. 99.174.000,-
2 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.01.01 |Bangunan GedungKantor P{ 000003 02-10-2023 30-11-2023 Tidak Beton 249  |JIn. Kapten Arivai no.01 palembang 45201 011/335/PA-SETWAN/2023 [Pembelian 1.995.252.430,00
Konsultan Pengawasan : Rp.
98.872.500,-E

Fisik : Rp. 1.797.205.930,-
Pembangunan Rumah Genset Rumah

3 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.01.04 |Rumah Panel 000001 28-10-2021 31-12-2021 Tidak Beton JI. Demang Lebar Daun Palembang 44497 011/367/SPK/KPA/2021 Pembelian 207.591.900,56 Dinas Wakil Ketua |
Pemb Gudang Rumah Di

4 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIATDPRD |1.3.03.01.01.02.01 |Bangunan Gudang Tertutup| 000001 | 01-11-2021 | 31-12-2021 Tidak Beton J1. Demang Lebar Daun Palembang 24501 |011/286/SPK/KPA/2021  |Pembelian 147.889.155,48 \;amk”"’l'("i‘:zaln ucang Rumah Linas
Pembuatan Gudang Kantor (sebelah

5 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.02.01 |Bangunan Gudang Tertutup| 000002 | 15-11-2021 | 31-12-2021 Tidak Beton J1. Kapten A. Rivai Palembang 44515 |011/471/SPK/KPA/2021  |Pembelian 180.733.000,00 REL"RS‘::)a" udang Kantor (sebela

6 |07.00.01.01.01.01 [SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.02.01 |Bangunan Gudang Tertutup| 000003 09-11-2022 31-12-2022 Tidak Beton JI. Demang Lebar Daun Palembang 44874 011/491/SPK-Setwan/2022 |Pembelian 199.758.000,00 |Gudang Rumah Dinas WK |1
Pemb Rumah Genset Rumah

7 07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.04.07 |Bangunan Gedung Instalasi| 000001 | 25-04-2022 | 30-06-2022 Tidak Beton J1. Demang Lebar Daun Palembang 44782 |011/139/SPk-Setwan/2022 |Pembelian 198.490.000,00 Dier:zswfl‘::i’;m”anr enset Ruma
Pembangunan Musholla,
pemasangan plafond, granit mushola

8 [07.00.01.01.01.01 [SEKRETARIAT DPRD (1.3.03.01.01.08.01 |[Bangunan Gedung Tempatl 000001 20-04-2022 21-07-2022 Tidak Beton JI. Demang Lebar Daun Palembang 44671 011/105/SPk-Setwan/2022 [Pembelian 541.075.000,00 |& pintu foyer rumah dinas WK 11
termasuk jasa konsultansi
perencanaan dan pengawasan
Pembuatan Gazebo Jepara dan

9 07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIATDPRD [1.3.03.01.01.09.02 |Bangunan Gedung Pertemul 000001 09-11-2021 31-12-2021 Tidak Tidak JI. Demang Lebar Daun Palembang 44509 011/278/SPk/KPA/2021 Pembelian 207.619.045,76 |Gazebo Lokal Rumah Dinas Wakil
Ketua |

. . Pembuatan Ruang Fitnes Rumdin WK

10 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.011.01 |Gedung Olah Raga Tetutup 000001 09-02-2023 22-04-2023 Tidak Beton JI. Demang Lebar Daun Palembang 44966 011/83/SPK-Setwan/2023 |Pembelian 199.667.000,00 "

Pembuatan Lapangan Badminton dan
N JI. Demang Lebar Lebar Daun R . N

11 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.011.04 |Bangunan Olah Raga Terbu 000001 03-03-2021 31-12-2021 Tidak Beton Palembang 44258 011/43/SPk/KPA/2021 Pembelian 199.940.000,00 |Grass Block Rumah Dinas Wakil Ketua
It
Pembuatan L Badmint,

12 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD |1.3.03.01.01.011.04 |Bangunan Olah RagaTerbuff 000002 | 08-11-2021 | 31-12-2021 Tidak Beton J1. Demang Lebar Daun Palembang 44508 |011/279/SPK/KPA/2021  |Pembelian 193.383.474,56 | < -~ atan tapangan Badminton

Rumah Dinas Wakil Ketua |
Pembangunan Jogging Track
Sekretariat DPRD Prov. Sumsel®
Konsultan Perencanaan : Rp.

13 [07.00.01.01.01.01 [SEKRETARIATDPRD (1.3.03.01.01.011.04 [Bangunan Olah Raga Terbuf 000003 14-04-2023 31-07-2023 Tidak Beton JI. Kapten A. Rivai Palembang 45030 011/267/SPK-Setwan/2023 [Pembelian 984.970.122,00 |97.600.0002

Pekerjaan : Rp. 813.810.422.0
Konsultan Pengawasan : Rp.
73.559.700,-
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4) KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi)

A s FaC O o (A 2 VO €O
s Ty BN S S0l

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

W g

4

d_UPB No Kode Lokasi Nama_UPB Kode Barang Nama_Aset No_Register | Tgl_Perolehan | Tgl_Pembukuan Lokasi Pokumen_Tanggal Dokumen_Nomor Asal_usul Harga Keterangan
Pembuatan Bak P ir Rumah
1001010010 1 [07.00.01.0L0101 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.02.05.05.01|Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan 00001  15-07-2022 30-09-2022|J1. Demang Lebar Daun Palembang 15-07-2022{011/181/SPK-Setwan/2022 Pembelian 252.551.900,00 Dierzsl\J/:KalTl 2K Fenampung air suma
Pembuatan GroundTank 10.000 Lit
1/00101001q 2 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.02.06.05.05 | Bangunan Penampung Air Baku 000001| 26102021  31-12-2021[Jl. Demang Lebar Daun Palembang 26-10-2021]011/269/SPK/KPA/2021 Pembelian 196.152.000,00 Rzga:;:]"as C\’/:E” K'::ua | et
Pembangunan WC Umum Rumah Dinas
1{001010010 3 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.02.06.05.07 |Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) 000001 26-10-2021 31-12-2021)J1. Demang Lebar Daun Palembang 26-10-2021/|011/275/SPK/KPA/2021 Pembelian 198.069.000,00 Wakil Kegt:al um Ry '
1/001010010f 4 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.02.06.05.07 |Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) 000002 28-04-2022] 30-06-2022|JI. Demang Lebar Daun Palembang 28-04-2022|011/140/SPK-Setwan/2022 Pembelian 199.870.000,00 |Pembuatan toilet umum Rumdin WK Il
Parit dan Jalan Rumah Dinas Wakil Ketua I12|
1{001010010 5 ]07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.02.07.05.06 |Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah 000001 20-11-2020 31-12-2020|JI. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 20-11-2020{011/152/SPK/KPA-Setwan/2020 Pembelian 796.811.000,00 |Termasuk K. Perencanaan Rp. 9.900.0002
K. Pengawasan Rp. 9.900.000
1/0010100100 6 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.02.07.05.06 |Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah 000002 25-11-2020 31-12-2020|Jalan Demang Lebar Daun No. 3 Palembang 25-11-2020|011/156/SPK/KPA-Setwan/2020 Pembelian 199.090.000,00 |Parit dan Jalan Rumah Dinas Wakil Ketua Il
1/0010100100 7 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.02.07.05.06 |Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah 000003, 19-11-2020 31-12-2020|JI. Demang Lebar Daun Palembang 19-11-2020{011/142/SPK/KPA-Setwan/2020 Pembelian 178.775.000,00 |Drainase dan jalan Rumdin Waka |
) o X . Pemasangan Panel Genset Rumah Dinas
1/001010010 8 (07.00.01.01.01.01 [SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.02.02.01 [Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA 000001 08-11-2022] 31-12-2022(J1. Demang Lebar Daun Palembang 08-11-2022|027/342/SPK-PA/Setwan/2022 Pembelian 95.781.900,00 \Wakil Ketua Il DPRD Prov. Sumsel
Pengadaan Penerangan Taman Kantor
1{001010010 9 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.02.02.02 |Jaringan Distribusi Tegangan 15/D 20 KVA 000001 29-09-2014 03-12-2014|JI. Kapten A. Rivai Palembang 03-12-2014|011/56/PA-Setwan/2016 Pembelian 173.635.200,00 [DPRD Prov. Sumsel (105 unit Lampu taman
beserta tiang)
Pengadaan Jaringan Listrik Ruinas Wakil
1/001010010 10 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.02.02.04 Jaringan Distribusi Lain-lain 000001  04-11-2016|  21-12-2016| Jl Demang Lebar Daun, Depan Griya Agung 04-11-2016{011/080/SPK-KPA/2016 Pembelian 198.597.000,00 || Bacaan saringan Lstrik Kuinas ki
Ketua DPRD Prov Sumsel TA 2016
Jaringan Instalasi P T
1/00101001q 11 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.02.03.01 |Jaringan listrik lainnya 00001 01112021  31-12-2021[J. Lingkar Istana Palembang 01-11-2021|011/371/SPK-KPA/2021 Pembelian 55.970.200,00 RaJ;‘:s';i:;aKa:t'uaeS::;gan aman
. R . Reklas dari B, Jaringan Listrik untuk AC
1/00101001q 12 [07.00.01.0.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.02.03.01 [Jaringan listrik lainnya o00002| 11112021 31-12-2021[Jl. Demang Lebar Daun Palembang 11-11-2021]027/421/5PK-KPA/2021 Pembelian w7200 | o0 e
Instalasi Genset Rumah Dinas Wakil Ketua
I, terdiri dari Panel, Kabel Power, Kabel
1{001010010 13 |07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.02.03.01 |Jaringan listrik lainnya 000003, 24-11-2021 31-12-2021)J1. Demang Lebar Daun Palembang 24-11-2021|027/451/SPK-KPA/Setwan/2021 Pembelian 166.241.900,00 \ri darl .w
Kontrol, Jasa Pemasangan, Pickup
Powerclip, knalpot genset, Panel.
Pekerjaan Mekanikal Elektrikal rumah
1001010010 14 [07.00.0L.0L.0L01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.02.03.01 | Jaringan listrik lainnya 000004|  10-11-2022 31-12-2022J1. Demang Lebar Daun Palembang 10-11-2022{011/535/SPK-Setwan/2022 Pembelian 36.202.650,00 | - < aan Mekanikal Hlektrikal ruma
Dinas Wakil Ketua | DPRD Prov. Sumsel
Pengadaan PABX kantor Sekretariat DPRD
1/00101001q 15 [07.00.01.01.01.01 |SEKRETARIAT DPRD 1.3.04.04.03.01.01 |Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil 000001|  17-11-2015|  08-12-2015l. Kapten A. Rivai Palembang 17-11-2015(027/075/SPK-Setwan/2015 Pembelian 191,000.000,00 Pf:faS:;:el 18 Ei: orsekretana
BIRO UMUM DAN 1. Kapten A. Rivai Kel. Sungai P
ujosoootg 16 (070004010001 o L 1.3.04.02.05.05.01|Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan 00001 30-07-2007 24-08-2021 Paleampbzr;g vat Rel. sungal Fangeran Pembelian 3.400.000,00 |Bak Penampungan Air dalam tanah
BIRO UMUM DAN - _ — !
1oodot011g 17 (0700040108011 | 0 1.3.04.02.06.01.01 | Waduk Penyimpanan Air Baku 000001  24-08-2011)  24-08-2011[JIn. Kapten A. Rivai 24-08-2011]161/KPTS/XI/2011 Pembelian 454.701.000,00
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5) KIB E (Aset Tetap Lainnya)

SUNATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E

ASET TETAP LAINNYA

®

'0'0“0‘0‘0'0\ -
o L@ Qe

No Kode Lokasi Nama_UPB Kode Barang Nama_Aset No_register Pe-::::an Judul Pencipta Bahan Ukuran | Asal_usul | jumlah Harga keterangan
lImu Majalah
1 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |[Pengetahuan 1003 s/d 1007 2007 Trubus Pembelian 5 140.000,00
Umum
Imu
2 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1008 s/d 1012 2007 Majalah Sabili Pembelian 5 100.000,00
Umum
ltmu Majalah
3 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1013 s/d 1017 2007 Kartini Pembelian 5 117.000,00
Umum
limu Mikrofilm 1
4 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1018 s/d 1022 2007 pak merah Pembelian 5 150.000,00
Umum
imu Mikrofilm 1
5 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1023 s/d 1027 2007 Pak Biru Pembelian 5 167.500,00
Umum
Hmu " .
Mikrofilm 1 .
6 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1028 s/d 1032 2007 Pak Kuning Pembelian 5 167.500,00
Umum
Ilmu . .
Mikrofilm 1 .
7 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |[Pengetahuan 1033 s/d 1037 2007 Pak Hijau Pembelian 5 167.500,00
Umum
IImu . )
Mikrofilm 1 .
8 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1038 s/d 1042 2007 pak Putih Pembelian 5 167.500,00
Umum
Hmu
Atlas Persada .
9 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1043 s/d 1047 2007 33 Prov Pembelian 5 235.000,00
Umum
Hmu
10 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1048 s/d 1052 2007 Atlas 33 Prov Pembelian 5 243.500,00
Umum
Hmu
11 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1053 s/d 1057 2007 Atlas Pembelian 5 167.500,00
Umum
lImu Atlas
12 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |[Pengetahuan 1058 s/d 1062 2007 indonesia & Pembelian 5 151.000,00
Umum Dunia
IImu
13 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1063 s/d 1067 2007 Atlas Lengkap Pembelian 5 140.000,00
Umum
ltmu Akuntansi
14 01.01.01.01 SEKRETARIAT DPRD 1.3.05.01.01.01.03 |Pengetahuan 1068 s/d 1072 2007 Manajemen Pembelian 5 140.000,00
Umum
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b.

Manual untuk menyusun daftar aset tetap

LAPORAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
PROWVINSI SUMATERA SELATAM

LA

1A MODAL LR

Marma OPD REEN, Mhbes
MMesin Gedung Jalan Azet Tetap Lainnya | KOP | Properti Investasi | ASET TAK BERWLUILD | RUSAK BERAT DIMANFAATIAMN ASET LAIMNNYA AUnALAH
PIHAK LR

jekretariar DPRD: ol 4, 165, I58, 20000 = - - = = = - - = 4, 166,958, 200, D0
pekretariat Dacrah - 2,278, 298, 25000 = = - - i - - - - 2,278, 2968,.250.00
3sdan Pengelols Keuangan
D Aset Daerab - 12935787300 T SHEG, DM D - - - - 173,992, 50000 - - 1,059 436.3 7300
Jinas FU Bina Marga Dan
lata S T T 5 O, O = = 23,316,202, 307 00 - E: = = - - - 24,225 977,307.00

Jinas Pengelolasn Sumber

Daya Adr - - -

Finas Pensmahan Dan

Cavsman al - - - - - - - - - - - -
Finas - 25, 000.00 T9,850,450.00 - - - - - - - = 109 875 .450.00
Zinas Kesehatan A2 693, 359, 5 OO 2,963.840.225_00 - 15,657 210,230 00
Dinas Pendidiloan - HH M O DD HH MBI MO 00
Jinas Perpustakaan Dacrah - - - - - -
Jadan Penanggulangan

Sencana Daerah -

Tinas Pembesdayaan

Ferermpuan Man Perlndungan

snak - -On0, OO0, OOmDr O - - - - - - - - - AT QOO OnOOr . oD
Jinas Tenaga Kerja Dan

Transmagr asi - - - - - - - - -
Zinas Pemberdayaan

Miasyarakar Desa — 149 406, 00000 = - - - - - - - - 149 406, 000 OO
Dinas Pertanian Tanaman

Tangan Dan Hortikultura - - - - - - - - - - - -
Finas Perkebwnan ol 341 687 55000 = - - = = = - - - 341 687 59000

Jinas Ketohanan Pangan Dan
Feternakan

inas Kehutanan

Zinas Kelawtan Dan
Ferikanan

Hinas 1

Jinas Koperass LIKR

S0, DR, ORI W

Finas Ervengl Dan Sember
Daws Mineral

3249 250,000 00

3249 250,000 OO

Jinas Penanaman hModal Dan
*elayanan Terpadu Sotu
Fnau

Zinas Perindustrian

dadan Pendaparan Daerah

nspekrorat

Fadan Perencanaan
s Daerabs

Sadan Peneltian Dan
Fengembangan Dasrah

Jinas Lngiowngan Hidup Dan
Jertanaban

625 I8, BN

E25, AGE, S D0

Dinas Kebudayasn Dan
arivisara

Jadan Kesatuan Bangsa,
olitik Dan Perlindsngan
Miosyarakal

Satiimn Polis Pamong Prajs

Sadian Daerah

3adan Pengembangan
sumber Doys Manusio
Zaarak

T IR SO0, DO O

Bamclmarn, Pyt sty - 2 TG, WD, M O Y = = = = = = = = = TG OV O NN M
Jinas Kearsipan - — - = = = - - = = . .
Finas Komunikasi Dan

Aormate - A0, D00, D000 - - - - - 198,135 00000 - - 135 X
noTaL T FS,O00 . a0 22 IS, T2, O DD B.95H,. 165, 47500 Z3,.FL6, 202, 307.00 - - - S 72, 12T, S00. 00 - - - S0, SOe6, FO2 THE O

Y X

0 e® %

N
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&
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c. Proses inventarisasi aset tahunan

LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) REKAPITULASI BIVID DALAM DIGUNAKAN OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH YANG
BERSANGKUTAN BIVID BERUPA KENDARAAN PROVINSI SUNMATERA SELATAN

Kussa Fenune Borane : BADAN PENGELOLA KEUANGARN DAN ASET DAERAN Fengauno Barons : BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sarane :
Pemalkai
N = S Nama el BAST Surat 1zin
~Ne NiIBAR O~ Kode Barang et Spesifikast Merek/Tipe=) Sumian Perolehan Alamat pa— i
- e Barans Barang (Re.)
Pemakal Permakal
Tidak - Ticdatk
At el Ada
KENDARAAN
DiNAS
S ©4010110012000249 1 1322113 e T Sedan Suzuki Escudeo 1 Unit 157.097.500
PERORANGAN
KENDARAAN ot
2 0402001001 2000008 S 1.3.2.23.3.6 o e SN bermotor Tovota Avanza Y Unit 138.600.000
PERORANGAN bty
ainnya (dst)
KENDARAAN o e
3 04020010012000009 2z 13221186 S RGTGR bermotor Tovota Avanza EY Ui 138 600.000
perorangan
PERORAINSAN Iainnya (dst)
KENDARAAN enserean
a 04020010012000011 a 1a=z2z13.6 T TON bermotor Toyota Avanza a Unit 138.600.000
perorangan
FENORANGHN sinnya (dst)

LAPORAN HASIL INVENTARISASI (LHI) REKAPITULASI BMD DALAM DIGUNAKAN OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH YANG
BERSANGKUTAN BMMID BERUPA TANAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kuasa Pengguna Barang : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pengguna Barang
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pengelola Barang SR

Pemakai Keterangan
N Nama Nilai BAST Surat Izin
IBAR Kode Ba N Baran, esifikasi Merek/Tipe* Jumlah Per k %
N N Rigister N e . s”Bann‘ ) Barang Harang (Ko} Algrast Nama Status
Pemakal | Pemakai
Ada | Tidak Tidak
Ada At Ada
e
TANAH GUNAN Bangunan e e
1 | 04010110011000008 1 13111121 PERUMAHAN/G TEMPAT Rumah 1032 Meter: 482.000.000 ooy
TINGGAL Negara i
Golongan | Dalxy
Palembang
Tanah JI. Lingkat
TANAH BANGUNAN Bangunan istana Kel.
2 | 04010110011000010 2 LIAAIAY PERUMAHAN /G TEMPAT Rumah 1060 Meter: 536.000.000 Demang
TINGGAL Negara Lebar daun
Golongan | Palembang
TANAH UNTUK ;:"::mn :\lﬂ e
3 | 04020010011000049 1 1.3.1.1.1.4.2 BANGUNAN TEMPAT s 6210 Meter: 57.429.996.000 e
KERJA Kantor Kel. 26 llir
Pemerintah Palembang
SR W L E e D S —— — - .

X
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d. Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran

i ey

- PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 7443621, No. Fax : (0711)7443621, Kode Pos 30127

Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Neraca (KONSOLIDASI)

1Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening Uraian 2024 2023
1 ASET 35.283.795.160.486,45 31.453.155.568.409,40
1.1 ASET LANCAR 283.001.157.440,46 (3.395.709.790.447,10)
1.1.01 Kas dan Setara Kas 107.920.694.751,91 156.437.177.080,91
1.1.02 Investasi Jangka Pendek 76.377.561.000,00 745.606.605.000,00
1.1.03 Piutang Pajak Daerah 704.995.200,00 704.995.200,00
1.1.04 Piutang Retribusi Daerah 3.456.236.500,00 2.667.451.500,00
1.1.05 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 85.401.052.797,35
1.1.06 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 19.459.979.805,11 27.848.190.080,02
1.1.07 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 1.836.823.000,00
1.1.09 Piutang Lainnya 1.063.936.576,43 1.779.444.921,43
1.1.10 Penyisihan Piutang (6.957.991.809,68) (5.954.998.891,22)
1.1.11 Beban Dibayar Dimuka 5.407.446.294,51 4.352.125.768,81
1.1.12 Persediaan 75.568.299.122,18 88.244.168.006,39
1.1.13 Aset Untuk Dikonsolidasikan (5.986.016.326.728,19) (4.504.632.824.910,79)
JUMLAH ASET LANCAR 283.001.157.440,46 (3.395.709.790.447,10)
1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 7.605.470.797.587,84 7.564.559.786.607,54
JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN 0,00 0,00
1.2.02 Investasi Jangka Panjang Permanen 7.605.470.797.587,84 7.564.559.786.607,54
JUMLAH INVESTASI PERMANEN 7.605.470.797.587,84 7.564.559.786.607,54
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 7.605.470.797.587,84 7.564.559.786.607,54
1.3 ASET TETAP 37.669.977.038.282,80 36.352.051.385.164,20
1.3.01 Tanah 12.473.958.399.005,27 12.289.958.443.436,95
1.3.02 Peralatan dan Mesin 3.895.148.948.863,63 3.635.251.294.429,26
1.3.03 Gedung dan Bangunan 5.389.821.511.152,56 5.203.730.797.305,23
1.3.04 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.023.391.175.272,52 14.357.391.556.472,60
1.3.05 Aset Tetap Lainnya 743.176.859.154,65 768.736.313.192,01
1.3.06 Konstruksi Dalam Pengerjaan 144.480.144.834,28 96.982.980.328,22
1.3.07 Akumulasi Penyusutan (13.422.013.304.418,10)| (12.184.799.901.026,91)
JUMLAH ASET TETAP DIKURANGI PENYUSUTAN 24.247.963.733.864,81 24.167.251.484.137,36
JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00
1.5 ASET LAINNYA 1.604.651.605.006,34 3.117.054.088.111,60
1.5.01 Tagihan Jangka Panjang 17.750.000,00 17.750.000,00
1.5.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 1.503.156.493.000,00
1.5.03 Aset Tidak Berwujud 155.342.972.722,00 147.184.578.134,00
1.5.04 Aset Lain-lain 2.578.832.144.539,34 2.584.857.640.542,60
1.5.05 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (124.769.806.238,00) (113.635.464.370,00)
1.5.06 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (1.004.771.456.017,00) (1.004.526.909.195,00)
JUMLAH ASET LAINNYA 1.604.651.605.006,34 3.117.054.088.111,60
1.6 PROPERTI INVESTASI 1.542.707.866.587,00 0,00
1.6.01 Properti Investasi Tanah 1.536.451.493.000,00 0,00
1.6.02 Properti Investasi Gedung dan Bangunan 9.235.986.000,00 0,00
1.6.04 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (2.979.612.413,00) 0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI 1.542.707.866.587,00 0,00
JUMLAH ASET 35.283.795.160.486,45 31.453.155.568.409,40
2 KEWAIJIBAN 1.257.454.634.685,99 1.917.955.896.459,09
2.1 KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK 1.257.454.634.685,99 1.917.955.896.459,09
2.1.01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 197.707.674,25 3.013.982.401,91
2.1.02 Utang Bunga 0,00 91.140.306,00
2.1.04 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (0,00) 103.177.705.206,26
2.1.05 Pendapatan Diterima Dimuka 2.566.603.990,04 3.946.164.576,92
2.1.06 Utang Belanja 1.254.690.323.021,70 1.807.726.903.968,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.257.454.634.685,99 1.917.955.896.459,09
JUMLAH KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00
JUMLAH KEWAIJIBAN 1.257.454.634.685,99 1.917.955.896.459,09
3 EKUITAS 34.026.340.525.800,68 34.039.832.496.861,32
3.1 EKUITAS 34.026.340.525.800,68 34.039.832.496.861,32
3.1.01 Ekuitas 34.028.408.474.823,23 34.039.832.496.861,32
3.1.03 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 5.983.948.377.705,64 0,00
JUMLAH EKUITAS 34.026.340.525.800,68 34.039.832.496.861,32
JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS 35.283.795.160.486,67 35.957.788.393.320,41
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e. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
memberikan pelayanan antara lain kepada Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BUMD,
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dan Instansi Vertikal.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2026-2030 tidak bisa
dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi Sumatera
Selatan. Adapun permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dikelompokkan
sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;

Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;

o ok w

Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor
Belum Optimal;

Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal,
Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;

Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;

© © N o

Reformasi Birokrasi.

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat
dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem
penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan
akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023
sebesar 78,25 meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun
jika dibandingkan dengan nilai minimum capaian tertinggi kategori “AA”
sebesar 90, maka masih ada selisih sebesar 11,75. Artinya kinerja tata kelola
pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan masih harus ditingkatkan
demi perwujudan good governance yang menandakan seluruh kinerja dikelola
dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah
yang dinamis, adaptif, dan efisien dan pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level individu.

A. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Proses mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan rencana
strategis merupakan suatu hal yang sangat krusial, mengingat objektivitas
dalam proses identifikasi permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi
dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Merujuk pada Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Teknis Perencanaan dan
Evaluasi RPJPD dan RPJMD, pendekatan dalam identifikasi permasalahan
dilakukan secara deduktif dimana dalam proses penyusunannya dilakukan
secara berjenjang dari permasalahan yang bersifat umum kepada
permasalahan permasalahan yang bersifat khusus dan spesifik, dengan
urutan peta permasalahan yang terbagi atas isu strategis, masalah pokok,
masalah, dan akar masalah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah
sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

a. Kebutuhan akan adanya Gedung yang representative, dilengkapi
dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang
memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan;

b. Perlunya peningkatan dan optimalisasi kualitas SDM dalam
menunjang peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Belum Optimalnya Kualitas Penganggaran Daerah, seperti :
a. Penetapan APBD belum tepat waktu;

b. Proses Penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam
peraturan yang berlaku;

c. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam
Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait
Pemenuhan Belanja Daerah.

d. Memenuhi Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang di
alokasikan melalui TKD;

e. Sering terjadinya perubahan tentang aturan penganggaran dalam satu
tahun anggaran;

f. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen
penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);

g. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah bertugas
untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD Kabupaten/Kota
memiliki kendala pada saat penerbitan SK Evaluasi Kabupaten/Kota
yang tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan
eksekutif dan legislatif.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah
Belum Optimalnya Kualitas Perbendaharaan Daerah, seperti :

a. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan
pada akhir tahun;
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b.

Masih tidak berjalanya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa
SKPD;

Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan
maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh Bendahara
Pengeluaran SKPD ke Kantor Pelayanan Pajak;

Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran kas
daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank;

Perlunya koordinasi secara simultan antara Pengelola Kas Daerah,
Bendahara Pengeluaran kas SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, dan
Bank;

Belum adanya mekanisme penerbitan SP2D untu kelebihan
pembayaran;

Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;

. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir

tahun anggaran;

Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan
berlaku sampai dengan 20 tahun;

Masih kurangnya pengetahuan para bendahara tentang sistem
pengelolaan keuangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

Belum Optimalnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Keuangan Daerah, seperti :

a.

C.

Kapasitas SDM pengelola keuangan di OPD masih belum optimal
menyebabkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan;

Masih terdapat OPD yang belum tanggap dan anggaran yang belum
terserap dengan maksimal di beberapa urusan/perangkat daerah;

TP-TGR yang belum terselesaikan;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti :

a.

Kapasitas SDM pengurus barang di OPD masih belum optimal
menyebabkan terlambatnya pelaporan;

Integritas dan kepedulian kepala OPD selaku pengguna barang masih
rendah;

Belum semua aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
bersertifikat dan belum semua aset tanah dipasang papan
kepemilikan aset;

Lamanya waktu proses pengajuan pemanfaatan hingga selesai
perjanjian;

Belum optimalnya perencanaan kebutuhan BMD dalam perencanaan
anggaran Pemerintah Daerah (tidak sinkronisasi perencanaan);
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f. Belum optimalnya perencanaan fisik dan hukum BMD;

g. Minimnya Dokumen Sumber pada Basis Data;

dan keberadaannya,;

i. Masih banyak aset iddle;

Masih terdapat aset yang tercatat namun tidak diketahui kondisi fisik

j- Kurangnya Kepedulian dalam Pengamanan Aset;

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.| Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. | Opini BPK terhadap |1.1 Belum Optimalnya Peningkatan|1.1.1 Kurangnya SDM yang memiliki
LKPD pengelolaan keuangan daerah kompetensi dan pemahaman yang
yang transparan dan akuntabel memadai mengenai pengelolaan
keuangan, termasuk dalam hal
penyusunan anggaran, pengelolaan aset,
dan pelaporan keuangan.
1.1.2 Adanya koreksi terhadap APBD dalam
Evaluasi Menteri Dalam Negeri terkait
Pemenuhan Belanja Daerah seperti :
- Pemenuhan  Belanja  Infrastruktur
minimal 40%
- Komposisi Belanja Pegawai maksimal di
Luar Tunjangan yang dialokasikan
melalui TKD paling tinggi 30%
- Proyeksi SiLPA
1.2 Perubahan Regulasi dari|1.2.1 Pemerintah masih terus melakukan
Pemerintah Pusat/Provinsi. penyempurnaan peraturan
perundangundangan tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah, sehingga
masih banyak penyesuaian yang harus
diadaptasi
1.3 Belum optimalnya 1.3.1 Masih terdapat pengelola keuangan yang
penyerapan/realisasi belanja belum tanggap dan anggaran yang belum
daerah terserap dengan maksimal di beberapa
urusan/perangkat daerah;
2. | Belum Optimalnya |2.1 Belum optimalnya penyelesaian |2.1.1 Belum Optimalnya Pemeliharaan dan
Peningkatan permasalahan aset Pengawasan, dan Pengamanan BMD
Penge.lf)laan Barang 2.1.2 Belum Optimalnya Pemanfaatan BMD
Milik Daerah
2.1.3 Belum Optimalnya Inventarisir BMD
3. |Penyediaan Sarana |3.1 Kebutuhan akan adanya|3.1.1 Fasilitas Gedung kantor yang belum
dan Prasana Gedung Gedung yang representative, memadai
Kantor dilengkapi dengan ruang rapat
yang cukup dan tempat
penyimpanan dokumen yang
memadai, serta parkir yang bisa
mengakomodir kendaraan.
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ISU STRATEGIS

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan
2026-2030 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang
jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang
(clarity of direction). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya,
berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel
menjadi provinsi berdaya saing, Tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi
yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan,
pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan
sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk
itu, visi Sumatera Selatan 2026-2030 adalah:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

a. VISI

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2026-2030
sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian

Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada
di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah
8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi
Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka--Belitung di timur, Provinsi Lampung
di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat
pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas
9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan

pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan
pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan
masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan.
Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi,
melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten
dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan
lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti

yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi
kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga
dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial,
keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan
berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang
layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan
sumber daya alam yang ada.
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Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan
masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan
pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan
pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten
maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat,
koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk
memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang
terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa
dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara
menyeluruh.

b. MISI

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat,
cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban
melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan
berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan,
ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasai
perubahan iklim.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar
kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta
perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang
berkualitas.

7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat
yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Merujuk pada misi diatas, dapat dilihat bahwa misi yang terkait dengan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yang akan didukung oleh BPKAD Provinsi Sumatera

Selatan adalah Misi 6

Selanjutnya mengacu pada visi misi Pemda, perlu dirumuskan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar
dalam menyusun pilihan pilihan strategi pembangunan. Tujuan diturunkan secara
lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan
memperhatian visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa
tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan
dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2025-2029 :
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Tabel 2.8

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2026-2030

Indikator

Misi Tujuan Indikator Sasaran Satuan
Sasaran
MISI 6: ) ]
Terwujudnya Indeks Meningkatnya Opini Opini
Meningkatkan Tata Kelola | Reformasi | Kualitas dan BPK
penyelenggaraan tata | Pemerintahan | Birokrasi Kapabilitas
kelola pemerintahan Birokrasi
yang baik berbasis
digital, menuju
pelayanan publik
yang berkualitas

Sumber : RPJMD Pemda Sumatera Selatan tahun 2025-2029

Tugas dan fungsi BPKAD terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pemerintah Daerah dan indikator sasaran Opini BPK. Sesuai dengan
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Kementerian
Dalam Negeri

Dalam penyusunan Rencana Strategis dilakukan telaah terhadap
Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terutama yang
terkait langsung dengan pelayanan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

a. Kementerian Keuangan
Visi :
Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dunia yang
Adil dan Transparan untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan
Layanan publik serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Visi
Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkeadilan

Misi :
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah
yang produktif, inklusif, dan berkeadlian.
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2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan
perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel,
dan realtime.

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan
Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

b. Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah "Terwujudnya
Pemerintahan Dalam Negeri yang Aman, Efektif, dan Demokratis". Misi
Kemendagri meliputi : memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
pemerintahan dalam negeri, meningkatkan sinergi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik di daerah.

Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan dalam
penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat dijadikan
acuan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sumatera
Selatan, namun tidak ada implikasi terhadap kebutuhan pelayanan
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Telaahaan Perspektif Gender

Berdasarkan Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi
Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, pada asta cita keempat yaitu
memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z)
dan penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
di daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan telah menjadi Tim Pengerak/Driver berdasarkan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 dengan fungsi
sebagai berikut :

1. Memasukkan subtansi ARG dalam Surat Edaran Kepala Daerah perihal
Pedoman RKA-SKPD dan RKA PPKD pada awal bulan Agustus tiap
tahunnya;

2. Menyusun RKA-SKPD memastikan bahwa program prioritas responsif
gender mendapat pagu indikatof yang proporsional.

Untuk mendukung Pengarusutamaan Gender, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengakomodir
pada kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun fasilitas yang telah disediakan seperti adanya ruang laktasi, pojok
taman bermain anak, tempat penitipan anak, perpustakaan, toilet umum
antara laki-laki dan perempuan yang terpisah.
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Gambar 3.1 Ruang Laktasi dan Pojok Bermain Anak

4. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang menggambarkan
persoalan/peluang untuk diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena memiliki pengaruh yang signifikan.
Isu strategis merupakan masalah yang paling makro, menggambarkan kondisi
penyelenggaraan urusan, dan bersifat eksternal yang artinya memiliki
perspektif pengguna layanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tugas yang
diampu oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pengelolaan
keuangan dan asset.

Selain itu, berdasarkan identifikasi permasalahan yang dituangkan pada
Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah dan telaahan terhadap RPJMD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta berdasarkan telaahan
Renstra K/L dan Renstra, isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah menyesuaikan dengan
isu strategis kesembilan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada
dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Isu strategis BPKAD untuk Renstra
Tahun 2025-2029 adalah

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas Laporan
Keuangan dan Aset Daerah.

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD
sebagai perangkat daerah, oleh karena itu komitmen bersama adalah hal
yang sangat penting dan mendasar.

2. Belum Optimalnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang
Transparan dan Akuntabel.

Isu strategis ini merupakan kondisi dan akar permasalahan dimana
Peningkatan Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah yang belum optimal.
Dengan indikator yang harus dicapai seperti Pemenuhan Belanja Urusan

P XTI RN

V N

°




A A Sl BN S0® st ads

Wajib Belanja Pegawai, Belanja Infrastruktur, Budget Execution, Proyeksi
SILPA dan Penyerapan anggaran,;

3. Belum Optimalnya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isu strategis ini merupakan kondisi dan akar permasalahan dimana
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum optimal.
Pemeliharaan dan pengawasan BMD, Pemanfaatan BMD dan Inventarisir
BMD menjadi tantangan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu periode perencanaan yaitu S (lima) tahun, sehingga rumusannya
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran
yang ingin diraih oleh Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, tugas yang diampu oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
pengelolaan keuangan dan asset. Untuk itu tujuan yang hendak dicapai oleh
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis 2026-2030 adalah
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“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
Transparan dan Akuntabel”.

3.2 Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk itu sasaran yang hendak
dicapai oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis
2026-2030 adalah

a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengertian transparan menurut Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)
yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Sedangkan yang dimaksud
dengan akuntabel sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5) yaitu
setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Maka BPKAD Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi institusi pengelola
keuangan dan aset daerah yang bisa memberikan informasi keuangan secara
terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pemda Provinsi Sumatera Selatan dan
Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029
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TUJUAN
RPJMD

SASARAN
RPJMD

INDIKATOR/
SASARAN
RPJMD

TUJUAN BPKAD

SASARAN BPKAD

INDIKATOR/SASARAN
BPKAD

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

PADA TAHUN KE

2025

2026 2027 2028

2029

Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan

Indeks
Reformasi
Birokrasi

BB

BB BB BB

BB

Persentase Belanja

Pegawai di Luar Paling | Paling | Paling | Paling | Paling
Tunjangan Guru yang Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi
Dialokasikan melalui 30% 30% 30% 30% 30%
TKD
Persentase Alokasi . o . N o
1. Meningkatnya Belanja Infrastruktur 33,20% | 36,60% | 40% 40% 40%
pengelolaan Persentase SILPA
. keuangan daerah terhadap APBD <5% <5% <5% <5% <5%
’I];ervyu_]\;d?ya yang transparan dan b " T
. eningkatan ersentase Laporan
Meningkatnya pengelolaan akuntabel Keuangan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kualitas dan
L keuangan
Képabllltés daerah yang Budget Execution
Birokrasi transparan dan (Persentase Realisasi
alcuntabel belanja terhadap -55.d0[-55.d0[-55.d0(-55.d0|-55.d0

belanja total dalam

APBD)

Persentase
Penambahan Nilai Aset
Tetap

2. Meningkatnya
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

2% 2% 2% 2% 2%

3.3 Strategi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu dilakukan Analisa SWOT
terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa
Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa
Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan).

a. Strenght (Kekuatan)

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas
Laporan Keuangan;

Integritas aparatur pengelola keuangan dan aset di BPKAD;

Komitmen pimpinan organisasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan
dan asset;

Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka
mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang;

b. Weakness (kelemahan)

1. Kebutuhan akan adanya Gedung yang representative, dilengkapi
dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai,

serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan;

2. Kompetensi, kapasitas dan kapabilitas ASN pengelola keuangan di
BPKAD yang masih perlu ditingkatkan;
3. Masih terdapat anggaran yang belum terserap dengan maksimal di

beberapa urusan/perangkat daerah;

c. Opportunity (peluang)
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1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai
salah satu tools untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

2. Komitmen pemerintah pusat untuk melakukan reformasi pengelolaan
keuangan dan pengelolaan aset;

d. Treath (Ancaman)

1. Kemampuan SDM yang tidak merata di perangkat daerah dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

2. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan secara berpihak

Berdasarkan pemetaan strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal
sebagaimana disusun diatas, maka dapat disusun strategi BPKAD untuk
menunjang proses pengelolaan keuangan dan asset dengan merujuk pada
Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029

SASARAN STATEGIS| INDIKATOR STRATEGI
1. Meningkatnya Opini BPK | 1.1 Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam Penyusunan
pengelolaan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah
keuangan daerah
yang transparan dan 1.2 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan pemenuhan
akuntabel alokasi belanja Infrastruktur secara bertahap, Belanja Pegawai di

luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru,
Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang
bersumber dari TKD, Proyeksi SiLPA secara cermat dan rasional
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

1.3 Perencanaan keuangan yang matang dan realistis untuk
menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan
koordinasi yang baik antar instansi terkait penyerapan anggaran

1.4 Meningkatkan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan
daerah.

1.5 Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk
pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset
yang mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah

2. Meningkatnya (1) Asset 2.1 Mengoptimalkan Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengamanan
Pengelolaan Barang | Management BMD
Milik Daerah (2) Persentase 2.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan BMD
Penambahan
Nilai Aset 2.3 Mengoptimalkan Inventarisir BMD
Tetap
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Daerah Provinsi Sumatera Selatan

AT

Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Melihat peran strategis BPKAD dalam rangka pengelolaan keuangan dan

aset

pemerintah daerah

perundang-undangan,
operasionalisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka
perlu disusun arah kebijakan BPKAD dalam periode 5 Tahun ke depan
sebagai berikut :

sebagaimana mandatory dari

peraturan

sebagai sebuah acuan dalam penyusunan dan

Tabel 3.4

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

SASARAN STATEGIS

INDIKATOR

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya
pengelolaan
keuangan daerah
yang transparan dan
akuntabel

Opini BPK

1.1

Meningkatkan kualitas dan ketepatan
waktu dalam Penyusunan APBD dan
penyusunan laporan keuangan daerah

1.1.1

Mempedomani Tahapan dan Jadwal
Penyusunan APBD sesuai dengan
Pedoman Umum Penyusunan APBD

Peningkatan pengelolaan keuangan
daerah sebagai upaya  untuk
mempertahankan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yaitu
dengan menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah daerah
sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, peningkatan sistem
pengendalian internal dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan

1.2

Peningkatan  pengelolaan  keuangan
daerah dengan pemenuhan alokasi
belanja Infrastruktur secara bertahap,
Belanja Pegawai di luar Tambahan
Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus
Guru, Tunjangan Profesi Guru dan
tunjangan sejenis lainnya  yang
bersumber dari TKD, Proyeksi SiLPA
secara cermat dan rasional sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

1.2.1

Pengalokasian anggaran belanja dalam
APBD sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

1.3

Perencanaan keuangan yang matang dan
realistis untuk menghindari
keterlambatan dalam pelaksanaan

kegiatan dan koordinasi yang baik antar

1.3.1

Memastikan bahwa penyerapan
belanja daerah sudah mengakomodir
program-program pembangunan,
pelayanan publik, termasuk efisiensi

instansi terkait penyerapan anggaran penggunaan anggaran dengan
memperhatikan prinsip transparansi

1.4 Meningkatkan pembinaan teknis|1.4.1 Melakukan Pembinaan terkait
penyelenggaraan  fungsi  penunjang penganggaran, penatausahaan,

urusan pemerintahan daerah di bidang
keuangan daerah.

pelaporan dan pengelolaan BMD

1.5

Melakukan koordinasi dengan
pemerintah pusat untuk pengembangan
sistem informasi pengelolaan keuangan
dan aset yang mengakomodir kebutuhan
Pemerintah Daerah

1.5.1

Pengoptimalan pemanfaatan teknologi
informasi dalam sistem pengelolaan
keuangan yang terpadu agar dapat
dicapai kualitas pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel dan transparan
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SASARAN STATEGIS| INDIKATOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatnya (1) Asset |2.1 Mengoptimalkan Pemeliharaan,| - Meningkatkan = Pengamanan dan
Pengelolaan Barang | Management Pengawasan dan Pengamanan BMD Pengawasan terhadap  aset-aset

Milik Daerah (2) Persentase Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,

2.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan BMD

Penambahan salah satunya bekerjasama dengan
Nilai Aset |2.3 Mengoptimalkan Inventarisir BMD pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera
Tetap Selatan dan Badan Pertanahan

Nasional

- Melakukan pendataan terhadap aset
idel yang belum dioptimalkan yang
dapat dimanfaatkan untk
dikerjasamakan

- Melakukan penataan  pencatatan
terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan melaksanakan
aplikasi E-BMD yang terintegrasi
dengan SIPD RI sehingga data yang
diperoleh  lebih  akuntabel dan
informatif

- Melakukan koordinasi
berkesinambungan dengan seluruh
pemangku kepentingan terkait
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target dan

Pendanaan Indikatif

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program
yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh
BPKAD Provinsi Sumatera dalam lima tahun mendatang. Setiap program
memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-
masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada
Rencana Strategis BPKAD tahun 2025-2029 sebanyak tiga program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari 3 (tiga) program diatas kemudian dijabarkan menjadi 14 (empat
belas) kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) subkegiatan yang menunjang
indikator kinerja utama. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan,
Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat
dilihat pada Tabel berikut:

000" %% T % %4



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

2024

Target dan Pagu Indikatif

Tujuan sasaran | Kode Kz’;m’::::f K'::::“ Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 perngsing
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
Terwujudnya . P
e Opini BPK wrp Opini wrp wrp wWrTP wrp wrp WTP wrp
pengelolaan
keuangan daerah
yang transparan
dan akuntabel
Meningkatnya
pengelolaan
ke daerah ini
e Opini BPK terhadap laporan o - N i e i i o
dan akuntabel keuangan pini
UNSUR PENUNJANG
5 [URUSAN
PEMERINTAHAN
502 |KEUANGAN
Kualitas Tata Nilai SAKIP Perangkat
;';loj:::M ZENUNANG Kelola Organisasi Perangkat Daerah NILAI NILAI NILAI NILAI NILAI NILAI NILAI
SO0 | MERINTAHAN Daerah dalam penyelenggaraan Nilai SAKIP | SAKIP 63.196418.869,00 | .\ o0 185.893.347.439,00 | SAKIP 72.436.146.200,00 | SAKIP 77.259.760.820,00 | SAKIP 84.985.736.902,00 | SAKIP 93.484.310.592,00
DAERAH PROVINS! urusan pemerintahan bidang AA AA AA AA AA AA
pengelolaan keuangan
e Persentase Dokumen
o ncanaan, d Terlaksananya Tata kelola Perencanaan, Dokumen
e Ev:z::’;’gz'"’:r'l'a o dan Persentase 100% | 100% 3.134.047.051,00 | 100% 2.287.172.000,00 | 100% 2515.889.200,00 | 100% 2.767.478.120,00 | 100% 3.044.225.932,00 | 100% 3.348.648.525,20
Perangkat Daerah genpetuperienn v vang
tersusun
50201 Penyusunan Dokumen Tersusunnva dokumen Jumlah Dokumen Dokumen (Renstra, Renja
Perencanaan Perangkat ya Perencanaan Perangkat Induk , Renja Perubahan, KUA 2 5 211.000.000,00 4 236.000.000,00 4 259.600.000,00 4 285.560.000,00 | 4 314.116.000,00 | 4 345.527.600,00 | qiier,,
1010001 perencanaan anggaran daerah
Daerah Dagerah PPAS, KUA PPASP)
s0201 Koordinasi dan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD j::‘f: 2?::::;&2:3::}23
Penyusunan Dokumen |dan Laporan Hasil Koordinasi p Dokumen (Buku RKA) 1 1 207.500.000,00 1 125.000.000,00 1 137.500.000,00 1 151.250.000,00 1 166.375.000,00 1 183.012.500,00 | gir,
1010002 Penyusunan Dokumen RKA-
RKA- SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SKPD
" Jumlah Dokumen Perubahan
50201 Koordinasi dan ;T(T\eg}l(a;[ﬁg:ﬁng::r::; han RKA-SKPD dan Laporan Dokumen (Buku Perubahan
Penyusunan Dokumen - u Hasil Koordinasi Penyusunan | RKA dan Buku Revisi RKAP 2 2 242.500.000,00 2 125.000.000,00 2 137.500.000,00 2 151.250.000,00 2 166.375.000,00 2 183.012.500,00 o
1010003 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA- Perkada)
RKA-SKPD SKPD
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Target dan Pagu Indikatif

. 2024
Tujuan sasaran | Kode K':':;ﬂ:’:::f l::::n Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 o
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
50201 |Koordinasi dan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD ;::“E: I(J)::: E:zilizi}iﬁzzi
dan Laporan Hasil Koordinasi 8 Dokumen (Buku DPA) 1 1 149.000.000,00 1 150.000.000,00 1 165.000.000,00 1 181.500.000,00 1 199.650.000,00 1 219.615.000,00 | goin,
1010004 | Penyusunan DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD SKPD
Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Perubahan JD‘:’T-aSthgk;:\eEaZ?)’rzl:lahan
0201 i agian
SO0 |oenyusunan Perubahan |0 ok D San Laporan Hasl g oo penyusunan | DO¥umen (Buku DPPA Buku | 2 253.000.000,00 | 2 150.000.000,00 | 2 165.000.000,00 | 2 181.500.000,00 | 2 199.650.000,00 | 2 219.615.000,00 | 17,
1010005 Koordinasi Penyusunan Perubahan Revisi DPPA Perkada )
DPA- SKPD Dokumen Perubahan DPA-
Dokumen DPA-SKPD
SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Jumiah Laporan Capaian Laporan (Laporan Konsolidasi
Koordinasi dan o ¥a .p .p . |Kinerja dan khtsar Realisasi P P .
Kinerja dan Kkhtisar Realisasi Kinerja : Program dan Kegiatan per
sop01 |ETVUSUNAN Laporan g oy 1o anoran Hasil Koodinasi | SKPD dan Laporan bulan, Laporan Monev sagon
Capaian Kinerja dan . Hasil Koordinasi Penyusunan o 1 4 225.000.000,00 4 216.000.000,00 4 237.600.000,00 4 261.360.000,00 4 287.496.000,00 | 4 316.245.600,00 | s
1010006 YA Penyusunan Laporan Capaian PR Perbidang, Laporan LPPD,
lkhtisar Realisasi Kinerja N N " ... |Laporan Capaian Kinerja dan .
Kinerjadan khtsar Realisai Kinerja . TR LKPJ (Realisasi dan
SKPD khtisar Realisasi Kinerja Tanggapan DPRD)
SKPD a0ep
A e " Laporan (Peta Resiko, SPIP,
s0201 |Evaluasi Kinerja Perangkat | Teraksanya Evaluasi Kinerja Jumiah Laporan Evaluasi PUG, IPKD, RB, Paparan 9 10 1.846.047.051,00 | 10 1.285.172.000,00 | 10 1.413.689.200,00 | 10 1.555.058.120,00 | 10 1.710.563.932,00 | 10 1.881.620.325,20 | .25,
1010007 | Daerah Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah L . "
Komisi, PK, IKU, Pokin, LKJiP
50201 o] Tata Kelola Persentase Dokumen
b Keuangan Perangkat Persentase 100% 100% 28.199.648.000,00 | 100% 112.767.827.000,00 | 100% 37.041.875.000,00 | 100% 39.293.076.800,00 | 100% 37.544.179.880,00 | 100% 37.833.603.168,00
102 |Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah
Daerah yang tersusun
50201 |Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Tunjangan Jumiah Orang yang
1020001 Tun'yen an ASNJ ASN ¥a Gl ang Menerima Gaji dan Orang/Bulan 217 217 25.955.288.000,00 217 110.593.347.000,00 | 217 34.649.947.000,00 217 36.661.956.000,00 217 34.649.947.000,00 | 217 34.649.947.000,00 *:3::“
: ang Tunjangan ASN
Pelaksanaan dan Jumlah Dokumen Dokumen (SPM, SPP,
F o L g
50201 |Penaausahaan dan Keuangan SKPD yang telah renaausanaandan Kuiansi, STS, Dafar Nominatf | 60 1.085.760.000,00 | 60 1.174.480.000,00 | 60 1.291.928.000,00 | 60 1.421.120.800,00 | 60 1.563.232.880,00 | 60 1.719.556.168,00 | (2%
1020003 | Pengujian/Verifkasi diuildiveriikasi Pengujian/Verifkasi Honorarium dan Dafiar
SKPD I gan SKPD Nominatif Perjalanan Dinas)
50201 Koordinasi dan Teriaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Dokumen (LRA, LO, LPE,
Pelaksanaan Akuntansi ¥a N Koordinasi dan Pelaksanaan | Neraca, Laporan Prognosis 10 12 211.500.000,00 12 170.000.000,00 12 187.000.000,00 12 205.700.000,00 12 226.270.000,00 12 248.897.000,00 | g
1020004 Pelaksanaan Akuntansi SKPD X
SKPD Akuntansi SKPD dan Lap. BMD)
Koordinasi dan Tersgmanya Laporan Keuangan Jum\ah Laporan Keuangan
50201 |Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan ( Laporan Keuangan .
. Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi " " 1 2 200.000.000,00 2 200.000.000,00 2 220.000.000,00 2 242.000.000,00 2 266.200.000,00 2 292.820.000,00 | st
1020005 | Keuangan Akhir Tahun N Auditdan Audited)
SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
50201 Pengelolaan dan Tersedianya Dokumen Bahan i:l:‘af;[):: ::;ls;haaar:\ Dokumen (Auditdan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan 99ap! ! 3 2 297.100.000,00 2 280.000.000,00 2 308.000.000,00 2 338.800.000,00 2 372.680.000,00 2 409.948.000,00 | i
1020006 . . dan Tindak Lanjut Unaudited)
F Tindak LanjutF .
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Laporan g Bulanan/Tri
50201 Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran  {ran SKPD dan Laporan Laporan (Rekon
Keuangan SKPD dan Laporan inasi inasi F P N 3 2 230.000.000,00 2 180.000.000,00 2 198.000.000,00 2 217.800.000,00 2 239.580.000,00 2 263.538.000,00 s,:“f: .
1020007 ) Akuntansi'Semester) o
Bulanan/Triwulanan/Semes |Penyusunan Laporan Keuangan  |Laporan Keuangan
teran SKPD Bulanan/Tri Bulanan/Tri
ran SKPD
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Target dan Pagu Indikatif

! 2024
Tujuan Sasaran | Kode | Pidans/Urusan/Program, Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 penanggung
Kegiatan dan Sub Kegiatan Jawab
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
. Jumlah Dokumen
Penyusunan Pelaporan | Tersedianya Dokumen Pelaporan .
50201 | Analisis Prognosis |dan Analisis Prognosis Realisasi  ||.2°randan Analisis Dokumen (Dokumen Kart 1 2 220.000.000,00| 2 170.000.000,00 | 2 187.000.000,00 | 2 205.700.000,00 | 2 226.270.000,00 | 2 248.897.000,00 | (20
1.020008 o Prognosis Realisasi Kendalilsemester)
Realisasi Anggaran Anggaran An
ggaran
50201 Ly . fasio ] Persentase Jenis Tata
Milik Daerah pada Administrasi Barang Milik Daerah Persentase 100% 100% 1.277.369.500,00 | 100% 1.215.393.000,00 | 100% 1.336.932.300,00 | 100% 1.470.625.530,00 | 100% 1.617.688.083,00 | 100% 1.779.456.891,30
103 Kelola BMD Terlaksana
Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah
50201 P Pe T ianya Rencana Jumlah Perencanaan
1030001 Kebutuhan Barang Miik  (Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Dokumen (RKBMD) 1 1 210.000.000,00 1 160.000.000,00 1 176.000.000,00 1 193.600.000,00 1 212.960.000,00 1 234.256.000,00 | oi
: Daerah SKPD SKPD Daerah SKPD yang disusun
" Jumlah Dokumen
50201 |Pe Barang Milk [T F - Dokumen (Dokumen Bagian
1030002 | Daerah SKPD Barang Mik Daerah SKPD F Barang Milik Pengamanan BND) 1 1 270.000.000,00 1 270.000.000,00 1 297.000.000,00 1 326.700.000,00 1 359.370.000,00 1 395.307.000,00 | gyerariat
Daerah SKPD
Jumlah Laporan Hasil
P . P Pembi sidang
12220334 dan Pe Barang |P: dan P i F dan Laporan (Laporan TPTGR) 1 1 372.369.500,00 1 490.393.000,00 1 539.432.300,00 1 593.375.530,00 1 652.713.083,00 1 717.984.391,30 pelsporan
’ Millk Daerah pada SKPD  |Barang Miik Daerah pada SKPD  |Pengendalian Barang Miik Py
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi
50201 |P Laporan P dan Penyusunan Laporan | Laporan (Laporan Rekon Per Bagian
1030005 |Barang Mik Daerah pada |Laporan Barang Miik Daerah pada _|Barang Mik Daerah pada Triwulan) 1 4 210.000.000,00 4 130.000.000,00 4 143.000.000,00 4 157.300.000,00 4 173.030.000,00 4 190.333.000,00 | s.yrerariar
SKPD SKPD SKPD
Laporan ( Laporan Penetapan
50201 |Penatausahaan Baran Terlaksananya Penatausahaan Jumlah Laporan Belanja Modal, Penghapusan
" 9 Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milk |  Belanja Modal, alih Status 20 4 215.000.000,00 4 165.000.000,00 4 181.500.000,00 4 199.650.000,00 4 219.615.000,00 4 241.576.500,00 | ,obn
1030006 | Milik Daerah pada SKPD .
pada SKPD Daerah pada SKPD Belanja Modal, Penetapan
Status Asef)
50201 A Terlaksananya Tata Kelola hescpiselclavanan
105 Kepegawaian Perangkat o a—— ,}’, Kepegawaian yang Persentase 100% 100% 2.337.450.000,00 | 100% 1.100.000.000,00 | 100% 1.210.000.000,00 | 100% 1.331.000.000,00 | 100% 1.464.100.000,00 | 100% 1.610.510.000,00
" |Daerah Py Terlaksana
50201 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Beserta |Jumlah PaketPakaian Dinas | Paket (Pakaian PDH, PSR,
Beserta Aibut . ¥a ; " ! ! 1 1 1.000.000.000,00 1 400.000.000,00 1 440.000.000,00 1 484.000.000,00 1 532.400.000,00 1 585.640.000,00 &faeff,"‘“
1.050002 AtibutKelengkapannya Beserta Afribut Kelengkapan Puth) )
Kelengkapannya
50201 Pendataan dan Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen
1050003 | A F F F (Anjab, ABK, Eviab) 1 3 615.250.000,00 3 300.000.000,00 3 330.000.000,00 3 363.000.000,00 3 399.300.000,00 3 439.230.000,00 ;f;'::,l
. . . [Jumlah Dokumen Monitoring,
T
s0201 | Monioring, Evaluasi, dan nanya Monibring, Bvaliasi, | o1 i dan Peniaian Dokumen (SKP perbulandan | 5, 13 522.200000,00| 13 200.000.000,00 | 13 220.000.000,00 | 13 242.000.000,00 | 13 266.200.000,00 | 13 292.820.000,00 | 250
1050005 |Penilaian Kinerja Pegawai |dan Penilaian Kinerja Pegawai - X SKP Tahunan)
Kinerja Pegawai
- " - Jumlah Pegawai
50201 Pendidikan dan Pelathan | Terlaksananya Pendidikan dan Berdasarkan Tugas dan s
105000 Pegawai Berdasarkan Pelathan Pegawai Fungs yang Mengiku Orang 15 40 200.000.000,00 50 200.000.000,00 50 220.000.000,00 50 242.000.000,00 50 266.200.000,00 50 292.820.000,00 | gins
’ Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi 95 yang Vieng
Pendidikan dan Pelathan
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Target dan Pagu Indikatif

' 2024
Tujuan Sasaran Kode Bm‘ang/Umsan/ngfam, Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 RIS
Kegiatan dan Sub Kegiatan Jawab,
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
50201 |Administrasi Umum PR J e
106 |Perangkat Daerah terkait administrasi kebutuhan administrasi Persentase 100% 100% 14.384.690.758,00 | 100% 11.979.535.439,00 | 100% 13.177.488.980,00 | 100% 14.495.237.878,00 | 100% 15.944.761.665,80 | 100% 17.539.237.832,38
umum umum
50201 dizan Komp Tersed ponen shlasi Ierusnt:;:uFl’_au:;il};oemnzg]: nan Paket (Gedung Kantor, 1
stalasi Listik/Penerangan |Listik/ Penerangan Bangunan 9 Gedung Gudang Arsip, 2 5 5 2.100.000.000,00 | 5 1.250.000.000,00 | 5 1.375.000.000,00 | 5 1.512.500.00000 | 5 1.663.750.000,00 | 5 1.830.125.000,00 | 2
1060001 Bangunan Kantor yang "
Bangunan Kantor Kantor . Rumah Dinas, Gedung B7)
Disediakan
Paket (Sound System,
Dispenser, AC, TV, PC, Printer,
Laptop/Notebook, Scanner,
50201 |Penyediaan Peralatan dan |Tersedianya Peralatan dan Jumiah Paket Peralaan dan Camera, LOD Projektor
\tea0nz o yed Ko |Petond v Kantor Perlengkapan Kanboryang | focus, Lemari Es, Mesin 1 1 4.445144.783,00 | 1 433953543900 | 1 4.773.488.980,00 | 1 5.250.837.878,00 | 1 577592166580 | 1 6.353.513.832,38 | 0
’ ' ' Disediakan Pompa Air, Mesin Penghisap
Debu, Alat Pemadam
Kebakaran (Apar) dan Kotak
P3K, Gensef)
ooaort |Penjediaan Bahan Logiik | . - anva Bahan Logisti Kanpr |12 FaketBafian Logisik Paket 1 1 2.880.000.000,00 | 1 2.150.000.000,00 | 1 2.365.000.00000 | 1 2601.500.00000 | 1 2.861.650.000,00 | 1 3.147.815.000,00 | 22
1.06 0004 |Kantor Kantor yang Disediakan
. ) Jumlah PaketBarang
s0201 |Penyediaan Barang Tersedanya Barang Cetkan dan |1 dan Penggandaan Paket 1 1 154439195000 | 1 1.080.000.000,00 | 1 1.188.000.000,00 | 1 1.306.800.000,00 | 1 1.437.480.000,00 | 1 1.581.228.000,00 | 2,
1060005 | Cetakan dan Penggandaan|Penggandaan N
yang Disediakan
50201 Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Bacaan dan é‘::;z:z‘;iu';"e:;ﬁa” Bagian
dan Peraturan Perundang- Dokumen 1 1 402.500.000,00 1 100.000.000,00 1 110.000.000,00 1 121.000.000,00 1 133.100.000,00 1 146.410.000,00 | spmorisc
1,06 0006 Undangan Peraturan Perundang-Undangan  Perundang-Undangan yang
9 Disediakan
SO0t | iasi Kunjungan Tamu | crksananya FasiisiKunngan |Jumiah Laporan Fasiasi | - Laporan (1 Laporan per | ;) 12 660.000.000,00 | 12 460.000.000,00 | 12 506.000.000,00 | 12 556.600.000,00 | 12 612.260.000,00 | 12 673.486.000,00 |
1060008 Tamu Kunjungan Tamu Bulan)
s0201 Penyelenggaraan Rapat | Terlaksananya Penyelenggaraan ;ir:‘aTetapzzgnRa at Laporan (Laporan Perjalanan
Koordinasi dan Konsultasi - |RapatKoordinasi dan Konsultasi ye gg P . Dalam, dan Laporan luar 500 500 500.254.025,00 500 1.500.000.000,00 | 500 1.650.000.000,00 | 500 1.815.000.000,00 | 500 1.996.500.000,00 | 500 2.196.150.000,00 se:ff::;z‘
1060009 Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD Daerah)
SKPD
. Jumlah Dokumen
P ’ Toriak P
S0201 | Penaia Arsip raksananya Penatausahaan Arsip Dokumen (Penatausaaan |, 12 957.400.000,00| 12 300.000.000,00 | 12 330.000.000,00 | 12 363.000.000,00 | 12 399.300.000,00 | 12 439.230.000,00 |
1060010 | Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD - Arsip Dinamis pada SKPD)
Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Tertaksananya Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan | Aplikasi (IG BPKAD, SPD RI,
out Ssem Pemeriahan oy ngan Siskm Pemernghan | carean SSEM | PPD.e-Sumsel e BRBK Web |, 8 895.000.000,00| 8 800.000.000,00 | 8 $80.000.000,00 | 8 968.000.000,00 | 8 1.064.800.000,00 | 8 1.171.280.000,00 | %7,
1060011 | Berbasis Elektronik pada Berbasis Elekironik bada SKPD Pemerintahan Berbasis Sekretariat, e-BMD, Lapor
SKPD P Elektronik pada SKPD SP4N)
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Target dan Pagu Indikatif

! 2024
Tujuan Sasaran Kode Kfzmr::::fz::‘;‘ Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 ":::""
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
50201 ;:'e’g:: ;:,r’n:: :'"9 e R e Persentase Jenis Tata
ang Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% | 100% 1.299.745.635,00| 100% 33.500.000.000,00 | 100% 1.845.000.000,00 | 100% 1.000.000.000,00 | 100% 1.500.000.000,00 | 100% -
107 |Urusan Pemerintah i Kelola BMD Terlaksana
Urusan Pemerintah Daerah
Daerah
) Jumlah UnitKendaraan
Pengadaan Kendaraan  |Tersedianya Kendaraan : |
S | orangan Dinasaau [Perorangan Dina atau Kendaraan | -1 Dns au UnitRe 4 2.000.000.000,00 L[PPikup 1,500.000.000,00 S|
107.0001 ! ) Kendaraan Dinas Jabatan Mini Bus
Kendaraan Dinas Jabatan |Dinas Jabatan -
yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan ) ' Jumiah UnitKendaraan Dinas
Seet Dinas Operasional aau Tersed\gnyaKendaraanD|nas Operasional atau Lapangan UnitR2 8 250.000.000,00 < g
1070002 Operasional atau Lapangan o
Lapangan yang Disediakan
Paket (Kursi Kerja, Fillng
CabinetBesi, Kursi Hadap
S0 \ongadaan Mebel  [Tersedianya Mebel Jumlan Paeilebel 219 | -+ e Kea Lain, Ve 1 20000000000 1 95000000000 1 1.045.000.000,00 |
1070005 Disediakan P
Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja
Tamu Biasa)
50201 PengadaanGedquKanror Tersed\anyagedungKanbratau Tersed\anyaGedupgKanbr Unit(Gegung Kantor, Pos 1 1,089.745635,00 1 30.300.000.000,00 o
1070009 |atau Bangunan Lainnya  (Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya Jaga)
Pengadaan Sarana dan ) .
50201 |Prasarana Pendukun Tersedianya Sarana dan Prasarana [Jumlah Unit Sarana dan
(00t |Gedum Kanwmg Pendukung Gedung Kantoratau  |Prasarana Gedung Kantor Unit(Lapangan Parki 1 800.000.000,00 | 1 1.000.000.000,00 B
’ gFano Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
50201 e En Tersedianya pelayanan Persentase pelayanan
Penunjang Urusan aanyapelayt iass pelaya Persentase 100% | 100% 4,747.337.000,00 | 100% 3.719.620.000,00 | 100% 4,091.582.000,00 | 100% 4,500.740.200,00 | 100% 4.950.814.220,00 | 100% 5.445.895.642,00
108 g terkait jasa penunjang terkait jasa penunjang
Pemerintahan Daerah
ou20r \Penyediaan Jasa SURl |y v lasa Surathenyrat | aporan Pemedzan | - Laporan f Laporanper | n 6025000000 | 12 50.000000,00 | 12 55.000000,00 | 12 60.500000,00| 12 66.550.000,00 | 12 73.205.000,00 | %
1080001 | Menyurat Jasa Surat Menyurat Bulan)
50201 Penyediaan dasa Tersedianya Jasa Komunikasi, j:;nala;ol;:fr:z:\r:gzﬁssan Laporan (Rekening sk,
Komunikasi, Sumber Daya Ve fasa fOmunkas, e Rekening Telepon/niemet, 36 36 1.474.000.000,00 36 1.474.000.000,00 | 36 1.621.400.000,00 | 36 1.783.540.000,00 | 36 1.961.894.000,00 | 36 2.158.083.400,00 | o2
1080002 | . Sumber Daya Air dan Listrk Daya Air dan Listrk yang L
Air dan Listrk Disediakan Rekening AirBulan)
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Target dan Pagu Indikatif

! 2024
Tujuan sasaran | Kode K’:':m::::f::‘ﬂ'fﬂ Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 LS
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
50201 |Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Jumizh Laporan Penyediazan Laporan (1 Laporan per
Ve Va W Jasa Pelayanan Umum P poran p 12 12 3.213.087.000,00 | 12 2.195.620.000,00 | 12 2415.182.000,00 | 12 2.656.700.200,00 | 12 2922370.220,00 | 12 3.214.607.242,00 | 25
1080004 | Pelayanan Umum Kantor  |Kantor Bulan)
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang
50201 |Milik Daerah Penunjang LB F tase Jenis Tata
Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% | 100% 7.816.130.925,00 | 100% 19.323.800.000,00 | 100% 11.217.378.720,00 | 100% 12.401.602.292,00 | 100% 18.919.967.121,20 | 100% 25.926.958.533,12
109 |Urusan 5 Kelola BMD Terlaksana
5 Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah
Eenyeqlaan JasB?a Jasa Jumlah Kendaraan
so201 ;’emeliharaan dany;a'ak Bava ’ dan Paiak Perorangan Dinas atau (5 Unituntuk 5 Orang Esselon
) yar " y Dinas Jabatan 3 dan 1 Unituntuk 1 Orang 6 6 1.155.000.000,00 6 930.000.000,00 6 1.023.000.000,00 6 1.125.300.000,00 6 1.237.830.000,00 6 1.361.613.000,00 sa:,’f::,",a,
1.09.0001 |Kendaraan Perorangan  Kendaraan Perorangan Dinas atau L
y " yang Dipelihara dan Esselon 1)
Dinas atau Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Paiakn
Dinas Jabatan . iy
Penye#laan Jasef Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Biaya Operasiona atau Lapangan
50201 i j ’ i i i sgian
Pemeliharaan, Poak dan o0 i aan, Pajak dan vang Dipelhara dan Unit (21 Unit Roda4, 19Unit | 40 584.250.00000 | 40 365.000.000,00 | 40 401.500.000,00 | 40 441.650.000,00 | 40 485.815.000,00 | 40 534.396.500,00 | 5"
1090002 | Perizinan Kendaraan Dinas |, . " " ) Roda 2)
y Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan
Operasional atau L
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Lapangan
Paket( (Kursi Kerja, Filling
CabinetBesi, Kursi Hadap
2 agian
s | Pemeinaraan e Pemeliaraan Mebel é‘i‘";'ﬁh“a:';e"e‘ yeng Depan Meja Keria Lain, Meja | - - - - - 1 2.000000.00000 | 1 1.000.000000,00 | - -l - B
: P Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja
Tamu Biasa))
50201 |Pemeli Peralatan Jumlah pemeliharaan
’ A Ut peralatan dan Mesin Lainnya Jenis 10 10 2.018.800.000,00 10 1.403.800.000,00 | 10 2.544.180.000,00 10 2.798.598.000,00 10 3.078.457.800,00 | 10 3.386.303.580,00 SE:,“::,",“
1090006 | dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya
yang terpelihara
s001 | Rehabiliasi Teraksananya Pemelharazn/ Jumiah Gedung Kantordan | Unit (Unit Gedung Kantor, 1
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Gedung Gudang Arsip, 2 5 5 4.058.080.925,00 5 16.625.000.000,00 | 5 5248.698.720,00 | 5 7.036.054.292,00 | 5 14.117.864.321,20 | 5 20.644.645.453,12 |
1090009 . Gedung Kantor dan Bangunan L ) o "
Bangunan Lainnya Lainnya Dipelihara/Direhabiltasi Rumah Dinas, Gedung B7)
PROGRAM
50202 |PENGELOLAAN Meningk Kualitas F Daerah Persentase 100% 100% 3.733.504.308.062,00 | 100% 3.881.346.873.788,00 | 100% 3.068.340.029.153,00 | 100% 3.105.212.514.714,00 | 100% 3.131.247.441.247,00 | 100% 3.387.121.893.660,00
KEUANGAN DAERAH
5 g[sent?se‘BelanjaGPegawai Paling Paling Paling Paling Paling Paling bidang
i Luar Tunjangan Guru N N . N . . perencanaan
yang Dislokasikan melalui Persentase 21,29% | Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi st
TKD 30% 30% 30% 30% 30% 30%
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Target dan Pagu Indikatif
. Bidang/Urusan/Program, e . e it Penanggung
Tujuan Sasaran Kode N 5 Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Kegiatan dan Sub Kegiatan Jawab
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
. B Bidang
Persenase Aokasi el Persentase 2913% | 33,20% 36,60% 40% 40% 40% 40% P
Infrastuktur o
Bidany
Persentass SLPA etadap Persentase <5% <5% <5% <5% <5% <5% <5% ;
APBD anDaeran
Bidang
Porentsa Lapaan Persentase 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% g
Keuangan Tepat Waktu Keuangan
Daerch
Budget Execution Sidong
(Porsentase Realfsi Persentase 55d0 | 550 5540 5540 5540 5540 5540 e
belanja terhadap belanja Keuangan
{otal dalam APBD) et
4T Koordinasi dan T Persentase dokumen
Penyusunan Rencana 4 |perencanaan anggaran Persentase 100% | 100% 7.442.500.000,00 |  100% 7.735.000.000,00 | 100% 8.078.500.000,00 | 100% 8.886.350.000,00 | 100% 9.774.985.000,00 | 100% 10.752.483.500,00
101 perencanaan anggaran daerah .
Anggaran Daerah daerah yang disusun
Koordinasidan Dokumen (Buku Rancangan st
S0 | wsurenKUAGan  [TersusumyaKUAGanprag | man DokumenKUAGan | KUA Buku KUA Buku 4 4 375.00000000| 4 360.000.000,00 | 4 396.000.000,00 | 4 435.600.000,00 | 4 47916000000 | 4 527.076.000,00 |47
1010001 PPAS yang Disusun Rancangan PPAS, Buku -
PPAS Daerah
PPAS)
Dokumen (Buku Rancangan
s Koordinasi dan Tersusunnia Perubahan KUA dan Jumiah Dokumen Perubahan|  Perubahan KUA, Buku sidang
Penyusunan Perubahan " KUA dan Perubahan PPAS Perubahan KUA, Buku 4 4 400.000.000,00 | 4 350.000.000,00 | 4 385.000.000,00 | 4 423.500.000,00 | 4 465.850.000,00 | 4 512.435.000,00 |
1010002 Perubahan PPAS . -
KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Rancangan PPAS, Buku Daerah
Perubahan PPAS)
lidang
50202 |Koordinasi, Penyusunan o Jumiah RKA - SKPD yang e
1010008 | dan Verfkasi RKA - SKPD Terlaksananya Verifkasi RKA-SKPD Dierficsi Dokumen (RKAOPD ) 40 40 365.000.000,00 | 40 350.000.000,00 | 40 385.000.000,00 | 40 423.500.000,00 | 40 465.850.000,00 | 40 512.435.000,00 b
50202 Koordinalsi‘ Pgnyusunan Terlaksananya Verfikasi Perubahan [Jumlah Perubahan RKA - Pev::aa':ngaan
dan Verfikasi Perubahan o Dokumen (RKA OPD) 40 40 215.000.000,00 | 40 300.000.000,00 | 40 330.000.000,00 | 40 363.000.000,00 | 40 399.300.000,00 | 40 439.230.000,00 |“4arn
1010004 RKA-SKPD RKA-SKPD SKPD yang Diverifkasi P
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Target dan Pagu Indikatif

! 2024
Tujuan Sasaran Kode KT;;"dnl;’::::f K’::::; Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 P"J'ﬂ"‘
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
Dokumen (Buku Raperda,
Buku Perda, Buku Rapergub
dan Buku Pergub, Buku Revisi
Pergub Buku Jawaban
Koordinasi dan Gubernur ferhadap
Penyusunan Peraturan Tersusunnya Peraburan Daereh Jumlah Peraturan Daerah | Pemandangan Fraksi, Buku »

. jdang
ot20e |Daerah Enang APBDdan |, \ordan Peraturan Kepala N9 APED 020 Perauran | Pidad Gubemur Penganr | ., 17 136500000000 | 17 1200000000,00 | 17 132000000000 | 17 145200000000 | 17 1597.200000,00 | 17 1.756.920,000,00 [
1010007 | Peraturan Kepala Daerah fentang Penabaran APED Kepala Daerah entang Nota Keuangan, Buku Nota P

Daerah tentang Penjabaran greng Penjabaran APBD Keuangan, Buku Pidato
APBD Pendapat Akhir, Buku Pidato
Pengantar APBD dan Buku
Surat Edaran Penyusunan
APBD, Matrik APBD, Risalah
APBD)
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan Daerah
Tersusunnya Peraturan Daerah
500 Dagrah tentang enian Perubahan APBD dan tentang Perubahan APBD sidang
Perubahan APBD dan 9 dan Peraturan Kepala s 17 17 1.230.000.000,00 17 875.000.000,00 | 17 962.500.000,00 [ 17 1.058.750.000,00 | 17 1.164.625.000,00 | 17 1.281.087.500,00 ”,:,"f:"
1010008 Peraturan Kepala Daerah fentang .
Peraturan Kepala Daerah Peniabaran Perubahan APED Dagrah fentang Penjabaran oaerah
tentang Penjabaran ! Perubahan APBD
Perubahan APBD
Koordinasi dan .
50202 |Penyusunan Regulasi seria |Tersusunnya Regulasi serta urlah Dokumen Reguisi g
o N . serta Kebjjakan Bidang 1 Dokumen 4 1 3.492.500.000,00 1 4.300.000.000,00 1 4.300.000.000,00 1 4.730.000.000,00 1 5.203.000.000,00 | 1 5.723.300.000,00 | g
1010009 | Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran
Anggaran
102 |Kaby g - kabupaten/kota tentang o P - Persentase 100% 100% 1.740.450.000,00 | 100% 2.510.000.000,00 | 100% 2.911.000.000,00 | 100% 3.202.100.000,00 | 100% 3.522.310.000,00 | 100% 3.874.541.000,00
’ P pengelolaan keuangan vang dibina peng
Kota keuangannya
Evaluasi Rancangan . Jumlah Laporan Evaluasi
Terlaksananya Evaluasi
Peraturan Daerah feniang Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan
S0 APBD Kabupaten/Kota dan entan gPBDKabu alenKota dan Daerah tentang APBD sidang
1020002 R gan Peraturan Ranca% an Peralurgn Kendla Kabupaten/Kota dan Laporan 17 17 495.000.000,00 17 530.000.000,00 | 17 583.000.000,00 | 17 641.300.000,00 | 17 705.430.000,00 | 17 775.973.000,00 P’;;,"::"
’ Kepala Daerah feniang 9 . p Rancangan Peraturan Kepala Daerzh
. Daerah eniang Penjabaran APBD )
Penjabaran APBD Kabupaknkoa Daerah tentang Penjabaran
Kabupatenota P APBD Kabupaten/Kota
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Target dan Pagu Indikatif

! 2024
Tujuan sasaran | Kode Ki';m::::f K':;:'" sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 R
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 Pil 26 27 30
Evaluasi Rancangan Teriaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi
Peraturan Daerah tentang a Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan APBD Daerah tentang Perubahan
5002 |KabupaenKomdan  |Cren Perubahan APBD APBD Kabupaien/Kota dan e
Kabupaten/Kota dan Rancangan Laporan 17 17 810.000.000,00 17 1.000.000.000,00 | 17 1.100.000.000,00 17 1.210.000.000,00 17 1.331.000.000,00 | 17 1.464.100.000,00 |, cearan
1020003 |Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Kepala o
Peraturan Kepala Daerah fentang ) Daersh
Kepala Daerah tentang Peniabaran Perubahan APRD Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahan 4 Perubahan APBD
APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Jumlah Laporan Evaluasi
Peraturan Daerah tentang Teriaksananya Evaluasi Rancangan Rancangan Peraturan
Pertanggungjawaban 2 %N | Daerah fentang
Peraturan Daerah tentang .
Pelaksanaan APBD N Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pelaksanaan sidang.
50202 G0 1 \pBD KabupatenlKot dan Peaksanazn APED
1020004 | R@NCaNgan Peraturan Rancan aineraluran Kepala Kabupaten/Kota dan Laporan 17 17 435.450.000,00 17 480.000.000,00 | 17 528.000.000,00 | 17 580.800.000,00 | 17 638.880.000,00 | 17 702.768.000,00 | resvonn
’ Kepala Daerah tentang 9 . P Rancangan Peraturan Kepala oy
N Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Perangqungiawaban Pelaksanaan Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban 80 9gungia Peranggungjawaban
Pelaksanaan APBD F APBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Konsultasi dan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan P Konsultasi d: dan Koordinasi
dan Evaluasi R: ot i Pembinaan F Pembinaan F dan
s00 Peraturan Daerah tentang  |dan Evaluasi Rancangan Peraturan (Evaluasi Rancangan sidang
10200 |APBD KabupatenKota dan (Daerah feniang APBD Peraturan Daerah entang Dokumen . - . 1 300.000.000,00 | 1 330.000.000,00 | 1 363.000.000,00 | 1 399.300.000,00 | 1 439.230.000,00 |"irer
’ Rancangan Peraturan danR APBD dan Dacrah
Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang ~ [Rancangan Peraturan Kepala
Penjabaran APBD Penjabaran APBD Kabupaten/Kota [Daerah fentang Penjabaran
Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota
Konsultasi dan Koordinasi Jumiah Dofumen Hasi .
. . Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan P Konsultasi d: ;
o : . Pembinaan Penyusunan dan
dan Evaluasi 9 Pembinaan f Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang  |dan Evaluasi Rancangan Peraturan 9
50202 |Perubahan APBD Daerah tentang Perubahan APBD Peraran Daerah nang o
1020009 dan 9 dan Perubahan APBD Dokumen - - - - - 1 150.000.000,00 | 1 165.000.000,00 1 181.500.000,00 | 1 199.650.000,00 |
M Kabupaten/Kota dan Daerah
Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang
Rancangan Peraturan Kepala
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD !
y Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahan
APRD KabupaenKola Perubahan APBD
P Kabupaten/Kota
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Target dan Pagu Indikatif

204
Tujuan Sasaran | Kode Kfzm::::fk'::::“ Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 prass
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
Pembinaan Implementasi . Jumlah Orang g Meng|kun
" . Terlaksananya Pembinaan Pembinaan mplementasi
stagp |S0Em Momasi Implementasi Sistem Inormasi~~|istem Informasi —
Pemerinahan Daerah pem ) } ) ' Orang 17 200.000.000,00 | 17 220.000.000,00 | 17 242.000.000,00 | 17 266.200.000,00 | 17 292.820.000,00 | "o
1020011 | f Daerah Bidang Pemerintahan Dagrah Bidang e
Bidang Keuangan Daerah Deerzh
KabupatenKot Keuangan Daerah Kabupaten/Kota |Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Koordinasi
Terlaksananya Koordinasidan |dan Pengelolaan Kas
5 K idan Pengelolaan Kas Daerah, Daerah, Pengelolaan Dana
103 |Pengelolaan Pengelolaan Dana Perimb Perimb secara Persentase 100% | 100% 1.728.125.000,00 1.617.000.000,00 1.778.700.000,00 1.956.570.000,00 2.152.227.000,00 2.367.449.700,00
Perbendah Daerah [secara Akuntabel, Efektif dan  |Akuntabel efektif dan
Efisien serta Berbasis Digitalisasi |efisien serta berbasis
digitalisasi
50202 |Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hesi Dokumen (Buku Ks U, Sidang
v Koordinasi dan Pengelolaan | Resticted Cash, Rekonsiiasi | 17 36 577.125.000,00 | 36 500.000.000,00 | 36 550.000.000,00 | 36 605.000.000,00 | 36 665.500.000,00 | 36 732.050.000,00
1030001 | Pengelolaan Kas Daerah  [Pengelolaan Kas Daerah anDaerah
Kas Daerah Bank)
Jumlah Dokumen Hasil
50202 |P h Terlak Penatausahaan ) fidang
1030004 |Pembi Daersh Pembi Daerah Penatausahaan Pembiayaan Dokumen 1 e
’ Daerah
Koordinasi, Fasilfasi, Terlaksananya Koordinasi, Fasiltasi, Jumlah D‘?“"‘?F H?S"
e e Koordinasi, Fasiltasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Asistensi, Sinkronisasi, nsisensi, Sinkronisas
fiei it il it rir q " " Bidang
o620z |Supensi Monioring,dan |Supenisi Moribring,dan Evaliasi o i o gz | Dokumen (DAU, DAK, 6 18 245000.000,00 | 18 205.000.000,00 | 18 225500.000,00 | 18 248.050.000,00 | 18 272.855.000,00 | 18 300.140.500,00 feser
1030005 | Evaluasi f Dana F Danaf ) DID,TDF) anDaerah
. Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan dan .
Dana Transfer Lainn Dana Transfer Lainn Perinbangan dan Dana
v v Transfer Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan - Jumlah Dokumen Hasi
. Terlaksananya Koordinasi,
Kerja Sama dan IKoordinasi, Pelaksanaan
. |Pelaksanaan .
50202 Pemariauan Transaksi Kerja Sama dan Pemantauan Keta Sama dan Pemania.an Dokumen (Transaksi Laporan fidang
Non Tunai dengan ) Transaksi Non Tunai dengan ) 24 4 359.000.000,00 4 350.000.000,00 | 4 385.000.000,00 | 4 423.500.000,00 | 4 465.850.000,00 | 4 512.435.000,00
103000 Transaksi Non Tunai dengan Non Tunai, Kas Bank, KKPD) anDaersh
Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bank dan
dan Lembaga Keuangan Lembaga Keuanaan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank 9 9 Bukan Bank
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Target dan Pagu Indikatif

2024

Tujuan ey || o || BRI, sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 (B3
Kegiatan dan Sub Kegiatan Jawab
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 18 19 22 2 26 27 30
. . Jumiah Dokumen Hasil
Penerimaan 3:: iDat iasi Dat
Penerimaan dan Penerimaan dan Dokumen (Rekon Pajak, -
50202 |Pengeluaran Kas serta one
1030009 [Perunguian dan Penge\uaran Kas serta Pengeluaran Kasserta Rekon BPJS dan Rekon 70 538 547.000.000,00 | 538 562.000.000,00 | 538 618.200.000,00 | 538 680.020.000,00 | 538 748.022.000,00 | 538 822.824.200,00 e
danf atas |F dan Taspen)

Pemotongan atas SP2D

dengan i Terkai SPZD dengan Instansi Terkait Pemotongan atas SP2D

dengan hhstansi Terkait

Meningkatnya Koordinasi
idan |danF

Pelaksanaan Akuntansi dan |Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan Keuangan Daerah  |Keuangan Daerah yang

yang tepat waktu dan sesuai  |tepat waktu dan sesuai Persentase 100% | 100% 1.359.565.000,00 1.572.700.000,00 1.729.970.000,00 1.902.967.000,00 2.093.263.700,00 2.302.590.070,00

dengan SAP dan Penyusunan  |dengan SAP dan

Koordinasi dan
50202 |Pelaksanaan Akuntansi
104 |dan Pelaporan

elanzag e APBD Pertanggungjawaban yang |Penyusunan APBD
Tepat Waktu Pertanggungjawaban yang
Tepat Waktu
- - Jumlah L Hasil idan
50202 P Koordinasi KZTr:ina:ip;::ks:?aan e
Akuntansi Penerimaan dan (Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Laporan - - - 1 50.000.000,00 1 55.000.000,00 1 60.500.000,00 1 66.550.000,00 | 1 73.205.000,00 | Peiaporan
1040001 Akuniansi Penerimaan dan Keuangan
Pengeluaran Kas Daerah |danF Kas Daerah Kas Daerah Derah

Rekonsiiasi dan Veriikasi Terlaksananya Rekonsiliasidan  |Jumlah Dokumen Hasil

Aset, Kewajiban, Ekuitas, veresi " . Rekons\l\ag} dan Vermkaa Dokumen (BA Rekon Pajak, sdarg
50202 Aset, Kewajiban, Ekuitas, Aset, Kewajban, Ekuitas, Auntasidan
Pendapatan, Belanja, Refribusi, Pendapatan Lainnya,| 16 16 475.000.000,00 16 500.000.000,00 | 16 550.000.000,00 | 16 605.000.000,00 16 665.500.000,00 | 16 732.050.000,00 | #elaporan
1040002 P dapatan, Bela Pendapatan, Bel
L Perbi P en apa n, Belanja, endapatan, ama Transter,Belaia Daerah) Kevangan
10,danBeban Pendapatan-L0, dan | Pembiajaan, Pendap ’ pe
' Beban LO, dan Beban
Kordnasi Penyusunan Terlaksananya Kordinasi
Laporan Jumlah Laporan sidang
50202 |Periangg Penyusunan‘Laporan Pertanggungjawaban Ahuntasi dan
Periangg P Laporan - - - 12 55.000.000,00 | 12 60.500.000,00 12 66.550.000,00 | 12 73.205.000,00 | 12 80.525.500,00 | relaporan
1040003 | Pelaksanaan APBD . F APBD Bulanan, Keuzngan
X APBD Bulanan, Triwulanan dan . Daerzh
Bulanan, Triwulanan dan Triwulanan dan Semesteran

Semesteran
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Target dan Pagu Indikatif

! 2024
Tujuan Sasaran | Kode nglﬂ:‘::{:x;’:n Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 R
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
Konsolidasi Laporan Terlaksananya Konsolidasi Laporan |Jumlah Laporan Keuangan Laporan (Laporan Ketangan sidane
Hantasidan
sz |Keuangen SKPDBLUD. - |Keuangan SKPD, BLUDdan | SKPD, BLUD danLaporan | i peerinan 1 1 34930000000 1 400.000.00000| 1 440.000000,00 | 1 48400000000 | 1 53240000000 | 1 585.640.000,00 | reson
1.040004 | dan Laporan Keuangan  |Laporan Keuangan Pemerinah  |Keuangan Pemerintah Provinsi) Keuangan
Pemerintah Daerah Dagrah Daerah yang Terkonsolidasi paersh
Koordinasi dan
F 9 Koordinasi dan Jumlah Rancangan
Perafuran Da.erah tentang  |Penyusunan Rancangan Peraturan  |Peraturan Dagrah fentang Dokumen (Raperda
Pertanggungjawaban Daerah tentang Pertanggungjawaban N
. - Pertanggung jawaban sidang
. Pelaksanaan APBD Perianggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Pelaksanaan APBD Provinsi Ao
1040005 Provinsidan Rancangan  |Pelaksanaan APBD Provinsidan  |dan Rancangan Peraturan dan Raneraub entan 2 2 535.265.000,00 2 490.000.000,00 2 539.000.000,00 2 592.900.000,00 2 652.190.000,00 2 717.409.000,00 :m.,a..“
’ Peraturan Kepala Daerah |Rancangan Peraturan Kepala Kepala Daerah tentang ) Perg 9 i
N . N Penjabaran Pelaksanaan
tentang Penjabaran Daerah tentang Penjabaran Penjabaran APBD Provinsi)
Pertanggungjawaban Pertanggungj F Pertangg!
Pelaksanaan APBD APBD Provinsi Pelaksanaan APBD Provinsi
Provinsi
’ | sidang
56202 |Pembinaan Pengeloaan Terlaksananya Pembinaan Teriaksananya Pembinaan Antanidan
.. |Pengelolaan Keuangan BLUD Pengelolaan Keuangan Lembaga - - 10 77.700.000,00 | 10 85.470.000,00 | 10 94.017.000,00| 10 103.418.700,00 | 10 113.760.570,00 | Pelsporan
1040012 BLUD Provinsi - L Keuangan
Provinsi BLUD Provinsi Daerah
Penunjang Urusan Terpenuhinya layanan Z;?:::;:ﬁ;::;ha"
5:20:2 o i—— ur‘usan urusan g 100% | 100% 3.721.233.668.062,00 | 100% 3.867.912.173.788,00| 100% | 3.053.841.859.153,00 | 100% 3.089.264.527.714,00| 100% 3.113.704.655.547,00 | 100% 3.367.824.829.390,00
K R Pengelolaan keuangan
Daerah daerah
daerah
. . . |Jumlah Laporan Hasi e
S020z | nlsis ests Toraksananya Analis VeSS |1 nestasiPemerineh Laporan - - 1 8770000000 | 1 9647000000 | 1 106.117.00000 | 1 11672870000 | 1 128.401.570,00 | reson
1050002 | Pemerintah Dagrah Pemerintah Daerah Daerah Kevangan
Daerah
Analisis Perencanaan dan - Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya Analisis "
Pelaksanaan Pembayaran Analisis Perencanaan dan
50202 | Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang
Cicilan Pokok dan Bunga N Pelaksanaan Pembayaran Laporan - - -
1050004 |~ . Pembayaran Cicilan Pokok dan " anDaerah
Pinjaman Pemerintah Bunga Piniaman Pemerintah Daerah Cicilan Pokok dan Bunga
Daerah 92 i Pinjaman Pemerintah Daerah
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Target dan Pagu Indikatif

Tujuan sasaran | Kode K‘:‘:]i';‘:':;‘:::f ;‘::zn Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 pereung
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 18 19 22 23 26 27 30
sopqy |l Perencanaandan oo o nnali i:mlliaih Pl Has“d n Laporan (17 Kab mak 2 o
Penyaluran Bantuan asist alsis @ aporan ( @ 17 34 1.998.152.727.685,00 | 34 1.614.791.904.968,00 | 34 813.400.562.359,00 | 34 832.861.857.776,00 | 34 840.784.891.144,00 | 34 1.077.781.876.939,00 |
1050008 Keuangan dan Penyaluran Bantuan Keuangan |Penyaluran Bantuan Tahap) peny
9 Keuangan
Jumlah Laporan Hasil s
50202 |Pengelolaan Dana Darurat | Terkelolanya Dana Daruratdan -\ o1 oo bana Darurat | Laporan (Laporan Pencaran) | 17 4 25.000.000.000,00 | 4 270.421.980.137,00 | 4 50.000.000.000,00 | 4 55.000.000.000,00 | 4 60.500.000.000,00 | 4 66.550.000.000,00 [ererc
1050009 |dan Mendesak Mendesak anDserah
dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Laporan (12 Laporan DBH
;  Hasi dang
scez |Pengeloiaan DanaBagi - Terkelolanya Dana Bagikasi oo cp oo o Bagi g PUM 4 DBH Rokokper W21, 18 1.698.080.940.377,00 | 18 1982.610.588.683,00 | 18 | 2.190.344.826.794,00 | 18 2201.296.552.938,00 | 18 2212303.035.703,00 | 18 2.223.364.550.881,00
1050010 | Hasil Provinsi Provinsi Provinsi (Utang Pajak dan Utang anDaerah
Rokok)
Meningkatnya PROGRAM B 5
e PENGELOLAAN BARANG :;::’;?:::':g:f;:""’ [ ({sset e Geet YATIDAK YA YA YA YA YA YA YA
Daerah MILIK DAERAH
a. Apakah ada daftar aset
tetap
b. Apakah ada manual untuk
menyusun daftar aset tetap
c. Apakah ada proses
inventarisasi aset tahunan
d. Apakah nilai aset
tercantum dalam laporan
anggaran
(2) Persentase
Penambahan Nilai Aset 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Tetap
S T PersentaseTerlaksananya
plh. 9 . e F Barang Milik Persentase 100% 100% 5.608.013.108,00( 100% 6.320.000.000,00 | 100% 6.776.000.000,00 | 100% 7.453.600.000,00 | 100% 8.198.960.000,00 | 100% 9.018.856.000,00
101 | Milik Daerah Barang Milik Daerah Daerah
50203 Jumiah Standar Harga yan; Dokumen (Buku SHS, Buku bidang
1010001 Penyusunan Standar Harga | Tersedianya Standar Harga disusun 9ayang SBU, Buku SBU Perubahan 2 4 425.000.000,00 4 345.000.000,00 4 379.500.000,00 4 417.450.000,00 4 459.195.000,00 4 505.114.500,00 | peneeiotaan
’ dan Buku Pedoman Teknis) e
Penyusunan Rencana ) sidan
00203 | uuhan Barang Milk || &<odaa Rencana Kebuuhan - \Jumiah Rencana Kebutuhan | 1\ on i) 4 40 65.000.000,00 | 40 65.000.000,00 | 40 71.500.000,00 | 40 78.650.000,00 | 40 86.515.000,00 | 40 95.166.500,00 | rensoan
1010003 Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah VD
Laporan ( SK Penetapan
50203 |Penatausahaan Baran Terlaksananya Penatausahaan Jumiah Laporan Belanja Modal, SK seang
" 9 Barang Penatausahaan Barang Milik | Penghapusan Belanja Modal, 53 53 462.700.000,00 53 500.000.000,00 53 550.000.000,00 53 605.000.000,00 53 665.500.000,00 | 53 732.050.000,00 | renselolaan
1010005 | Milik Daerah " i i b
Miik Daerah Daerah SKalh Status Belanja Modal,
SK Penetapan Status Asef)
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Target dan Pagu Indikatif
! 2024
Tujuan Sasaran Kode K':';:’::"d’:’::ﬁ "K':::; Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Satuan RKPD Perubahan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030 "'::;“"'
Target Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 3 14 15 18 19 2 23 26 27 30
50205 |Pengamanan Barana Miik Terlaksananya Pengamanan Jumlah Laporan Hasil Laporan (Laporan s
1010007 Dae?ah 9 Barang Miik Pengamanan Barang Milk | Pengamanan BMD, Laporan 17 17 1.660.000.000,00 17 1.700.000.000,00 | 17 1.694.000.000,00 | 17 1.863.400.000,00 | 17 2.049.740.000,00 | 17 2.254.714.000,00 | penzeilaan
i Daerah Daerah Pengamanan Fisik) e
Jumlah Laporan Hasil
- o - Penilaian Barang Milk Laporan (Dapatterlaksana idang
00203 |Peritan Bareng ik | Teraksananya Peniaian Barang e e oordinasi | berdasen ' 20 60 290.000000,00 | 60 370.000.00000 | 60 407.000.00000 | 60 447.700.00000 | 60 492.470.00000 | 60 541.717.000,00 |rerotn
1010008 | Daerah Miik Daerzh el ' . "
Penilaian Barang Miik OPD atau Mira)
Daerah
50203 Pengawasan dan Terlaksananya Pengawasan dan 'J:L;r:\sz;as[:r)lr(ajanaSII Laporan (Pengajuan Sertfikat, sidans
P falian Pengelolaan (P dalian Pengelolaan Barang g . Laporan Pengawasan dan 30 30 1.000.000.000,00 30 1.465.000.000,00 | 30 1.611.500.000,00 | 30 1.772.650.000,00 | 30 1.949.915.000,00 | 30 2.144.906.500,00 | penselolaan
1010009 " " Pengendalian Pengelolaan g oD
Barang Milk Daerah Miik Dagrah o Pengendalian BMD)
Barang Miik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, | Oni ium\atholngZin '-lljisa‘lan Dokumen (Dapatteriaksana
Pemanfaatan, ’ ' o ’ berdasarkan permohonan
N Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan, .
50203 |Pemindahianganan, " ) (Surat Persefujuan, fidang
Pemindahtanganan, Pemusnahan, |Pemindahtanganan, 51 51 945.000.000,00 51 1.005.000.000,00 | 51 1.105.500.000,00 | 51 1.216.050.000,00 | 51 1.337.655.000,00 | 51 1.471.420.500,00 | renselolaan
1010010 (Pemusnahan, dan " Pemusnahan, Pemanfaatan £
dan Penghapusan Barang Milk  |Pemusnahan, dan .
Penghapusan Barang Daerah Penghapusan Barang Miik BMD, Pemindahtangan BMD,
Milk Daerah onap 9 Pinjam Pakai BVD)
Daerah
a . Jumlah Laporan Hasil
Rekonsiliasi dalam rangka | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam " ) Bidan
SO | wisunanlagoran  [rangka Penyusunan Laporan. || Xoneilasidamrangka | Laporan (4 Laporan Rundan) g 5 54031310800 5 £00.000.000,00 | 5 660.000.000,00 | 5 726.000.000,00 | 5 798.600.000,00 | 5 878.460.000,00 |rereioon
1010011 o " Penyusunan Laporan Barang 1 Laporan BOS) e
Barang Milk Daerah Barang Miik Daerah "
Miik Daerah
50203 |Penyusunan Laporan Tersusunnya Penyusunan Laporan |Jumlah Laporan Barang Milk | Laporan (Audited dan E:‘::":M
1010012 | Barang Milk Daerah Barang Milk Daerah Dacrah yang Disusun Unaudiied) 2 2 220.000.000,00 2 270.000.000,00 2 297.000.000,00 2 326.700.000,00 2 359.370.000,00 2 395.307.000,00 | " ,:1 D\
3.802.308.740.039,00 4.073.560.221.227,00 3.147.552.175.353,00 3.189.925.875.534,00 3.224.432.138.149,00 3.489.625.060.252,00
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4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, BPKAD merupakan Badan Daerah Provinsi yang merupakan unsur
Penunjang Urusan Pemerintahan dan melaksanakan fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Indikator Kinerja BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang
telah melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah
kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen
BPKAD untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama
lima tahun ke depan. Berikut merupakan tabel Indikator Kinerja Utama
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai lima tahun mendatang
sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan BPKAD dalam mencapai sasaran

dan tujuan Renstra Tahun 2026-2030:

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN KETERANGAN
2025 | 2026 (2027|2028 2029 | 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Opini BPK atas Laporan Opini WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP [Opini WTP merupakan penilaian tertinggi
Keuangan (terbaik) atas laporan keuangan, apabila

negara telah dipatuhi

disajikan;

Pemerintahan)

memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut ;
1. Semua standar pemeriksaan keuangan

2. Seluruh laporan keuangan (neraca,
laporan realisasi anggaran, laporan arus
kas, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, laporan perubahan
sisa anggaran lebih, dan catatan atas
laporan  keuangan) telah  lengkap

3. Laporan keuangan yang disajikan telah
sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum (Standar Akuntansi
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Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja
Program selama lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Program BPKAD Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029

| . Target Keterangan
. Bidang/Urusan/Program, _ " - Baseline
Tujuan Sasaran ) . Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Tahun
Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya .
Kualitas dan Meningkatkan Opini BPK terhadap laporan wip wrp wip wip wip wie wrp wrp
Kapabilitas pengelolaan
Birokrasi keuangan daerah
yang transparan |ngyp pENUNJANG
dan URUSAN
KEUANGAN
Meningkatnya Kualitas Tata
PROGRAM PENUNJANG Kelola Organisasi Perangkat
NILAI SAKIP | NILAI SAKIP [NILAI SAKIP| NILAI SAKIP | NILAI SAKIP | NILAI  |NILAI SAKIP
URUSAN PEMERINTAHAN Daerah dalam penyelenggaraan Nilai SAKIP P at Daerah AA A A A A SAKIP AA A
DAERAH PROVINSI urusan pemerintahan bidang n erangiat Daera
pengelolaan keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya Kualitas
KEUANGAN DAERAH Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Belanja Pegawai di Luar pali pali pali pali pali pali Indikator Inmendagri
Tunjangan Guru yang Dialokasikan | 21,29% @ }ng @ }ng . @ .|ng ) @ .|ng @ }ng @ }ng ato endag
. Tinggi 30% | Tinggi 30% | Tinggi 30% | Tinggi 30% | Tinggi 30% | Tinggi 30% No. 2 tahun 2025
melalui TKD
Persentase Alokasi Belanja 2913% 33.20% 33.20% 36,60% 20% 0% 0% Indikator Inmendagri
Infrastruktur No. 2 tahun 2025
Persentase SILPA terhadap APBD 0,93% kurang dari [kurang dari | kurang dari | kurang dari |kurang dari|kurang dari| Indikator Inmendagri
5% 5% 5% 5% 5% 5% No. 2 tahun 2025
Persentase Laporan Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Inmendagri
Tepat Waktu No. 2 tahun 2025
BPD(?ET EXEFUTION (Deviasi ) Indikator RPIMD TA.
Realisasi Belanja Terhadap Belanja | -2,87% -5s5d0 -55.d0 -55d0 -55.d0 -5s5d0 -55.d0 2026-2030
Total Dalam APBD) -
Meningkatkan . .
Pengelolaan Barang PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya Kualitas Tata
Milik Daerah BARANG MILIK DAERAH Kelola Aset Daerah
1) Asset M: t
(1) Asset Managemen YA YA YA YA YA YA YA
1. Apakah ada daftar aset
tetap
2. Apakah ada manual
untuk menyusun daftar aset
tetap
3. Apakah ada proses Indikator RPIMD TA.
inventarisasi aset tahunan 2026-2030
4. Apakah nilai aset
tercantum dalam laporan
anggaran
(2). Persentase Penambahan Nilai 3,60% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Aset Tetap
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai acuan kinerja dan
ukuran keberhasilan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan dijadikan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) maupun dasar dari Evaluasi Kinerja
BPKAD tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Demi keberhasilan
pelaksanaan tujuan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Renstra,
BPKAD perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian
terhadap target setiap tahunnya.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030 sangat
tergantung dari komitmen seluruh unsur BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun hal -hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaanya :

1. Memprioritaskan pencapaian indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD;

2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana
guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);

3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja
internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga
hasilnya akan lebih efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentu saja masih perlu adanya
peningkatan, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas program dan kegiatan
agar dalam implementasinya dapat diterapkan pada tugas pokok dan fungsi
sumber daya manusia yang ada dengan dukungan dana yang memadai,
disertai komitmen seluruh elemen organisasi untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran organisasi yang akan dicapai kurun waktu 2026-2030




